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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pembangunan Jan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya 

dibidang perindustrian dan perdagangan nasional te\ah menghasi\kan berbagai variasi 

barang daOJatau jasa yang dapat dikonsumsi. Disamping itu, globalisasi dan 

·� · pcrdagangan bcbas yang didukung oleh ketm�juan tcknologi, tclckomunikasi dan 

informatika telah me1.1perluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa 

melintasi batas-batas \'iilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan bervariasi bJik produksi luar negeri maupun dalam negeri. 

Kondisi yang dcmikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konswnen 

karena kebutuh::!n konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat 

· terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 

kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen. 

Maka kondisi yang demikian memacu para produsen atau pelaku usaha 

untuk melakukan inova::i-inovasi pemasaran dalam. memasarkan barang dan/atau jasa 

mereka agar dapat me1.1enuhi kebutuhan konsumen. Salah satu inovasi pemasaran 

yang dilakukan produscn atau pelaku usaha adalah dengan menunjuk pihak ketiga 

untuk melakukan kegiatan kredit untuk barang-barang mewah yang harganya tidak 

terjangkau oleh rnasyarakat apabila dibayar secar a  tunai. Misalnya pembelian sepeda 

motor dan lain-lain. 
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Pada saat ini aca cara mudah untuk mendapatkan sepeda motor yaitu dengan 

jalan kredit. Oleh karcna itu pelaku usaha yang menjalankan usaha perkreditannya 

memerlukan suatu jaminan hutang agar konsumen melunasi hutang-hutangnya 

kepada pelaku usaha. Dimana jaminan hutang terscbut, pada umumnya herhentuk 

jaminan fidusia. 

Pengertian fidusia menurut pasal l Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 

tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemiiikan suatu benda atas dasar 

kepercayaan dengan kctentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan 

·� tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. 

Namun perJanJian kredit yang diutarakan diatas tidak selamanya 

menguntungkan konsumen. Ada kalanya konsumen dirugikan oleh pelaku u saha 

karena penerapan klausula baku yang mengakibatkan kedudukan konsumen dan 

pelaku usaha menjadi tidak seimbang karena perjanjian kredit tersebut isinya t idak 

dapat ditawar lagi oleh konsumen. 

Atas dasar kondisi tersebut perlu upaya pemberdayaan konsumen melal·ui 

pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen. 

Sehingga lahirlah Undang-Undang tentang 
·
Perlindungan Konsumen yaitu Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999. 

Atas dasar pemikiran tersebutlah maka penulis tertarik untuk melakukan 

penehtian tentang Kedudukan Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor 

pada PT Indomobil Finance Indonesia 
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· B. ldentifikasi Masai: h 

3 . 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan penelitian m1 

adalah: 

1. Bagaimanalrnh kckuatan hukum klausula haku dalam pe�janjian kredit sepeda 

motor pada_ lndomobil 1:inancc Indonesia ditm_1au dari Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

2. Bagaimanalah akib;it hukum apabila salah satu pihak wanprestasi. 

C. Tujuan Pe11elitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1 .  Untuk mengetahu i dan membahas bagaimanakah kedudukan Klausula Baku 

dalam perjanjian kP.:-dit sepeda motor pada lndomobil Finance I ndonesi a d itinjau 
. � 

dari Undan1j-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurnen. 

2 . . Untuk bagairnanakah akibat hukum apabila salah satu pihak wan prestasi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan atau faedah penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua bagian 

yakni sccarn teoritis dan secara praktis. 

L Secara T eori tis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk rnelahirkan 

beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya memberikan sumbangan bagi 

perkembangan hukum perdata, khususnya rnengenai perlindungan konsumen. 
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2. Secara Praktis 

a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga pemerintahan, penegak hukum, 

praktisi hukum . 

b. Sebagai bahan informasi bagi semua kalangan berkaitan dengan hukum 

per1indungan konsumen. 

E . .  Landasan Teori 

Bagi Indonesia barn pertama kali pada tahun 2000 memil iki instrumen 

J hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan 

konsumen. Pada tanggal 20 April 1999, pemerintah mensahkan Rancangan Undang-

Undang tcntang Pcrlindungan Konsumcn yang tclah mendapat pcrsetuj uan Dewan 

Perwaki lan Rakyat menjadi Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, yakni 

Undang-Un dang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang

undang ini  baru berlaku setelah satu tahun sejak tanggal 20 Apri l 1999. 

Halwhal yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 tersebut, 

dapat dikelompokkan dalam 15 bab dan dituangkan dalam 65 pasal serta 11 bagian, 

dengan cakupan materinya sebagai berikut1: 

a. Asus Jan lujua11 pc1 lindu11gan ko11su111c11; 

b .  Hak dan kewaj iban konsumen; 

c .  Perbuatan yang dilmang bagi pelaku usaha; 

d. Kctentuan pcncantuman klausula baku; 

e. Tanggung jawab pelaku usaha; 
. 

1 Rachmadi Usman, H11kum Ekonomi i>alam /Jinamikll, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2000. 
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f. Pembinaan dan per.sawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen; 

g. Badan Perlindunga:1 Konsumen Nasional; 

h. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; 

1. Penyelesaian sengh:ta konsumen; 

J . Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

k. Penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen; 

I. Sanksi administrasi dan pidana; 

dan dilengkapi pula dengan Penjelasan Umum serta Penjelasan Pasal demi Pasal. 

5 ·  

· Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada dasamya bukan merupakan 

awal dan akhir dari hl!!rnm yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab 

sampai pada tcrbcnluknya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini tdah ada 

beberapa Undang-Undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, 

seperti: 

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tcntang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 1961 tentang Barang, m enjadi 

Undang-Undang; 

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene Nomor l Tahun 1961; 

c. · Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; 

e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 

f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan; 

g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri; 

h .  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Keschatan; 
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1 .  Undang-Undang Nomor I Tahun 1995 tcntang Pcrscroat(l'crbatas; 

J. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 

k. · Undang-Undang Nc:nor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 

6 

l. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1 982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1997; 

m. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1 989 tentang Paten sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997; 

J n. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997; 

o. Undang-Undarig Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

p. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran; 

. q. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan; 

r. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan UndJ.ng-Undang Nomor I 0 Tahun 1998. 

Secara yuridis, perlindungan konsumen memerlukan suatu badan atau 

lembaga yang dapat memberikan pengawasan ataupun memberikan saran dan 

pertimbangan kepada pcmerintah dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. 

Oleh kareha itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun t 999 tentang Perlindungan 

Konsumen mengatur tcntang Badan Perhndungan Konsumen Nasional yang diatur 

dalam pasal 3 1  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 999 menyebutkan bahwa dalam 

rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan 

Perlindungan Konsumcn Nasional. Kemudian didalam pasal 33 Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan Sadan Perlindungan Konsumen Nasional 

mempunya i fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam 

upaya mengembangkan per lindungan konsumen di Indonesia. 

Selain Sadan Perlindungan Konsumen Nasiona l , Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 j uga mengatur tentang Lernbaga Perlindungan Konsumen Swadaya 

Masyarakat diatur didalam pasal 44 ayat 1 yaitu : Pemerintah mengakui Lembaga 

Perl indungan Konswncn swadaya masyarakat yang rnernenuhi syarat. 

. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatur tentang 

Badan Penyelesaian Sengketa Konsurnen (SPSK), yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 

yaitu Pemerintah membentuk badan penyelesa ian sengketa konsumen di Daerah 

Tingkat II untuk penyelcsaian sengketa konsumen diluar Pengadilan. 

Ada 3 tahap pcnyelesa ian sengketa di BPSK, yaitu Mediasi, Konsiliasi, dan 

Arbitrase2. Untuk penyelesaian di Pengadil�n, Undang-Undang memungkinkan untuk 

mclakukan gugatan class action scsuai <lengan pasal 46 Undang-Un<lang Nomor 8 

Tahun 1999. 

Namun, BPSK tidak diperlukan apabila konsumen dan pelaku usa ha 

memenuhi hak-hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum. Dirnana hak-hak 

dan kewajiban mereka secara yuridis diatur didalam pasal 4 sampai dengan 7 

Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen . 

2 Nugroho Dewanto, Cipta \Vahyana, Andry Soetri:mo, Gugatlah Produscn acjat, www.kontan
online.com, Edisi 3 l/IV tanggal I Mei 2000. 
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BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

A. Pengertian Klausula Baku/Perjanjian Baku 

Perjanjian ber<lasarkan definisi yang diberikan dalam pasal 1 3 1 3 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya 

.. antara satu orang atau lebih. Pengikatan ini harus memenuhi syarat-syarat didalam 

·� pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Pcrdata dirumuskan dalam bentuk : 

a. Kesepakatan yang bebas. 

b. Dilakukan oleh pihak yang demi hokum dianggap cakap untuk bertindak. 

c. Untuk melakukan prestasi tertentu. 

d; Prestasi tersebut haruslah suatu prestasi yang diperkenankan oleh hokum 

kepatutan, kesusialaan, ketertiban umum dan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat lttas (atau biasa discbut dcngan sualu kausa yang halal). 

Seperti telah diuraikan diatas, pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan 

kesepakatan bebas antara dua pihak. Namun ada kalanya "kedudukan" dari kedua 

belah pihak dalam suatu negosiasi tidak seimbang yang pada akhimya melahirkan 

suatu perjanj�an yang "tidak terlalu menguntungkan" bagi salah satu pihak. 

Dalam praktek dunia usaha juga menunjukkan bahwa "keuntungan" 

kedudukan tersebut sering diterjemahkan dengan pembuatan klausula baku atau 

pe�janjian baku. Mcnurut Kamus Bcsar Ralrnsa Indonesia yang dimaksud dcngan 

• 

8 
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Klausula ada1ah ketentt; . .m tersendiri dari suatu perjanjian y�ng sa1ah satu pokok atau 

pasalnya diperluas atau <libatasi. 

Adapun pengertian yuridis klausula baku menurut pasal I butir lO Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap aturan 

atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih 

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen 

dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. 

Dan perjanjian baku atau perjanjian standar menurut Hondius adalah konsep 

·� perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan 

. ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. 

Menurut Drooglcr Fortuijin pcrjanjian baku adalah perjanjian yang bagian 

pentingnya dituangkan 
_
dalam susunan perjanjian standar adalah perjanjian yang 

isinya dibakukan dan diluangkan dalam bentuk fonnulir2. 

Sutan Remi Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang 

hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain 

pada dasamya tidak mernpunyai peluang untuk merundingkan atau meminta 

perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa ha!, misalnya yang 

mcnyangkul jcnis. ha 1 ga . j umlah. warn:.1. tcmpat. wakt u. dan bcbcrapa hal yang 

spesifik dari objek yang diperjanjikan. Sjahdani menekankan, yang dibakukan bukan 

fonnulir perjanjian terscbut, melainkan klausul-klausulnya. 

Jadi perjanjian baku atau standar adalah pcr:janjiannya yang ditetapkan 

secara sepihak yakni oleh produsen/penyalur produk (penjual), dan mengandung 

� Mul'iam Darus Uadrulz11ma;1, Anek11 l/u/i.um /Ji.\·ni.,·, Alumni, Uandur1g, 1994, 1 laluman 47. 
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B. Pengertian Konsm.1en & Pelaku lJsaha Beserta Hak dan Kewajibannya 

Istilah konsumcn berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris 

10 

Amerika), atau consumentlkonsument( Belanda). Secara harfiah arti kata consumer itu 

adalah "Lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang "4. Begitu pula 

Kamus Besar B ahasa Ingbrris-lndonesia mernberi arti kata conumer sebagai "pem:akai 

·� atau konsumen". 

Dalani peratu1an perundang-undangan di Indonesia, istilah "konsumen" 

sebagai definisi yuridis formal ditcmukan pada pasal dan butir 2 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tcntang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai 

barang dari/atau jasa yang tersedia dalam rnasyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain rnaupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk 

diperdagangkan. Sedangkan pengertian pelaku usaha yang tercantum dalam pasal 1 
' 

butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun l 999 tentang Perlindungan Konsumen 

adalah setiap orang pcrseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan 

hokum yang <li<lirikan dan bcrkc<luJuka11 alau mdakukan kcgiata11 dalam wi layah 

hokum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sarna melalui 

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 

3 Shidarta, Hukum Perlindu11gan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, PenerbitPT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004. 
4 Az. N11�utiun, SI I., 1/11/u.111 J>crli111/1111g1111 l\°o11,\'lllllc'li S1utt11 Pe111:111il11r. Pcncrbit Daya Widya, 
Jakarta, 1999, halaman 3 . 

. -

,. 
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Konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa rnempunyai hak-hak yang 

diatur didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Hak-hak tersebut adalah : 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa. 

b .. Hak untuk merh.ilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa 

terse but sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanj ikan .. 

c. Hak atas. informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didcngar pendapat clan keluhannnya atas barang dan/atau jasa yang 

dipergunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak . untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan JUJUr serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mcn<lapatkan kompcnsasi, ganti rugi dan/atau pcnggantian, apabila 

. 

barang dan/�tau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya. 

1. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Selain konsumcn mempunyai hak-haknya sebagai pengguna barang dan/atau 

jasa, konsumen juga mcmpunyai kcwajiban-kewajiban yang tcrcantum dalam pasal 5 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Kewajiban konsumen adalah: 
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a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan uarang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. 

b. Beritikad baik dalam melakukan trartsaksi pembelian barang dan/atau jasa. 

c. Membayar sesuai  dengan nilai tukar yang disepakati. 

d. Mengikuti upaya penyelesaian hokum sengketa perlindungan konsumen secara 

pa tut. 

Pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa juga mempunyai hak

hak yang tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang. 

Perlindungan Konsumen. Hak pelaku usaha adalah : 

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nila i tukar barang dan/atau jasa yang dipcrdagangkan. 

b. Hak untuk mendapat perlindungan hokum dari tindakan konsumen yang beritikad 

tidak baik. 

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hokum 

sengketa konsumen. 

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hokum bahwa kerugian 

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 

e� Hak-hak yang diatur dal am kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan l ainnya. 

Disamping pebku usaha mempunyai hak-haknya, pelaku usaha juga 

mempunyai kewajiban-Lcwajiban yang tercantum didalam pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tcntang Perlindungan Konsumen. Kcwajiban pclaku usaha 

adalah: 

a. Bcritikad baik dalam mclakukan kcgiatan usahanya. 

. . 
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b. Memberikan infon,1asi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau j::lsa serta memberi penjelasan Penggunaan, Perbaikan, dan 

Pemeliharaan. 

c. Memperlakukan at:m melayani konsumen secara benar-benar dan jujur serta tidak 

diskriminati f. 

d. Mc11ju111i11 11111111 lmrn11g d1111/utu11 1w;11 yu11g diprnd11ksi d1111/11tuu 111:-m 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mu tu dan/atau jasa yang berlaku. 

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang 

! dan/atau jasa. 

C. Perlindungan Hulmm Bagi Konsumen dari Pelaku Usaha 

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. 

Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi 

yang mendapatkan perlindungan konsumen itu bukan sekedar fisik, melainkan 

terlebih-lebih hak-halrnya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan 

konsumen sesunggulmya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum 

terhadap hak-hak konsumen. 

Oleh karena it,1 pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia 

telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen 

ini diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan 

segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang dimiliki terhadap pelaku usaha. 
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Hukum perlindungan konsumen menurut Az .. Nasution, SH adalah 

keseluruhan asas-asas c.m kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen 

dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan 

bermasyarakat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 
--1 

Adapun lokasi penelitian dari fulisan ini adalah di PT lndomobil Finance 

Indonesia. Penelitian dilakukan tanpa melalui riset, hanya melalui wawancara saja. 

Hal ini dilakukan karena aturan perusahaan yang menganggap hal yang berhubungan 

·� dengan perlindungan konsumen adalah rahasia dari perusahaan. 

B. Spcsifikasi Pcnclit:an dan Mctodc Pcndckatan 

Dalam spesifi�-;_asi P
.
enelitian diuraikan jenis penelitian yang dilakukan dari 

sudut sifatnya, penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, atau penelitian 

eksplanatoris. Dalarri rangka pengumpulan data akan diuraikan metode yang 

digunakan apakah metode yuridis normatif, yuridis sosiologis, dan lain-lain atau 

gabungan dari beberapa metode tersebut. 

I. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi peneliti:m ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu dimulai 

dengan pengumpuhm data yang berhubungan dengan pembahasan diatas 

kemudian disusun, diklarifikasikan, dan dianalisa serta diinterpretasikan sehingga 

diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. 

2. Metode Pendekatau 

15 
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Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis empms. Metode 

pendekatan untuk mengkaji tentang kedudukan Klausula Baku dalam pe�janjian 

kredit sepeda motor pada PT Indomobil Finance Indonesia. 

C. Sistematika PenuEsan 

Dalam sistematika penulisan ini akan dijabarkan garis besar materi yang 

akan diuraikan dalam masing-masing bab dari penelitian secara keseluruhan. 

Sistematika penulisan tcrsebut adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar sebagai 

dasar yang menerangkan secara umum mengenai Latar Belakang Penelitian, 

Kegunaan Penelitian don Landasan Teori. 

Bab II adalah bab Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan secara 

teoritis sistematis yang dikumpulkan melalui data sekunder yang bersifat aktual 

dengan objek penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai Pengertian 

Klausula Baku dan Perjanjian Baku, Saat Sahnya Perjanjian Baku, Perlindungan 

Hukum Bagi Konsumc1� dari Pelaku Usaha. 

Bab III disebut juga sebagai Bab Metode Penelitian. Bab ini merupakan 

pemaparan cara bagaimana penelitian dilakukan. Dalam bab ini akan diterangkan 

tentang Lokasi Penelitian, Spesifikasi Penelitian dan Metode Pendekatan, Sistematika 

Penulisan dan Jadwal Pcnelitian. 

Selanjutnya Bab IV sebagai Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam 

bab ini akan disajikan data yang telah diolah dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Dalam bab ini akan dibahas mcngcnai !Jagaimanakah kcdudukan klausula baku 
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dalam perjanjian kredit sepeda motor pada PT lndomobil rinance Indonesia ditinjau 

dari Unda�1g-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

pelaku usa.ha yang tercantum dala:m pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, Bagaimanakah akibat hukum apabila salah satu 

pihak wanprestasi? 

Dipaling akhir adalah bab V yang merupakan Bab Penutup. Dalam bab ini 

disimpulkan hasil penclitian untuk selanjutnya disusun kritik dan saran berdasarkan 

hasil pembahasan yang akan menjadi bahan masukan mengenai permasalahan yang 

J 
diteliti. 

Dalam tulisan ini turut pula dibuat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran 

yang mendorong dan mcmbantu penulisan karya ilmiah 
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BAB IV 

BASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

"""1 • ·.. . � ·��·· .-;. ... 

A. Kekuatan Hukum Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Sepeda Motor 

Menu rut lJndang-llndang Tcntang Pcrlindungan Konsumcn 

Perjanjian Kredit sepeda motor pada PT lndomobil Finance Indonesia 

tcrrnasuk kcdalam je11is pcrjanj ian bcrnama di luar KlJH Perd ata-Dagang. Yang 

termasuk dalam perjanjian bernama diluar KUH Perdata-Dagang adalah : 

1) Perjanjian keagena n dan distributor 

2) Perjanjian pembiayaan 

Dimana perjanjian kredit sepeda motor pada PT Indomobil Finance 

Indonesia tersebut yaitu termasuk dalam perjanjian pembiayaan yaitu yang disebut 

dengan perjanjian pembiayaan konsumen. 

Yang dimaksud dengan perjanjian pembiayaan konsumen adalah perjanjian 

penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya 

dilakukan secara angsuran. 

Atau perjanjian kredit sepeda motor itu merupakan perjanjian sewa beli. 

Menurut pasal l Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi 

Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Be l i , Jual Beli dengan 

Angsuran, dan Sewa., scwa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan 

penjualan barang dcngan cara mempcrhitungkan sctiap pcmbayaran yang dilakukan 

oJeh pembeli dengan pclunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama da.n 

1 8  

.";' .... 
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yang diikat dalam suatu perjanj ian, serta hak mi l ik  atas barang tersebut baru beralih 

dari penjual kepada pembeli setelah harganya dibayar tunas oleh pembeli kepada 

penjual. Scwa hcli schcnarnya adalah suntu mncam jun! bc li, setidak-tidaknya ia lcbih 

mendekati jual bel i <lari pada s cwa menyewa, meskipun ia mcrupakan suatu 

campuran dari kedua-duanya 1. 

Namun yang mcnjadi perhatian penul is  dalam perJanJian kredir tersebut 

adalah perjanjian terscbut merupakan perjanj i an baku atau perjanjian standar yang 

didalamnya terdapat klausula-klausula baku. 

Perjanjian baku atau standar dapat dibedakan men jadi tiga jen is yaitu : 

1) Pei:janjian baku sepihak adalah pei:janj ian yang isinya ditentukan oleh pihak yang 

_kuat kedudukannya didalam perjanjian itu . Pihak yang kuat disini adalah pihak 

kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ( ekonomi) k uat dibandingkan pihak 

debitur. 

2) Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah adalah perJanJian baku yang 

mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang agraria, lihatlah misa lnya 

formulir-formulir  perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam 

Negeri tanggal 6 Agustus 1977 Nomor 104/Dja/1977, yang berupa antara lain 

akta j ual bel i, model 115672, akta hipoti k model 1045055 dan sebagai nya. 

3) Perjanj ian baku yang ditentukan di l ingkungan notaris atau advokat terdapat 

perjanjian-perjanj ian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk 

memenuhi perm i ntaann anggota masyarakat yang minta bantuan notaris atau 

1 Djoko t>rakoao, SH., Barttbang Rly1di Ltny, Da.iuu• Hukum P;:1Sttu.jua1t Tarlentu di lnd<md.'iia, PT 
Bina Aksara, Jakarta, 1987, I lalaman 81. 
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advokat yang ber�angkutan. Didalam kepustakaan Belanda, jenis 101 disebut 

contract mode. 

Maka dari uraian diatas dapat dilihat bahwa perjanjian baku atau perjanjian 

stundar yang dibuat olch lndomohil Finance adnlah mcrupakan pcrjanjian haku 

scpihak. 

Maka yang menjadi permasalahan adalah apakah perJan_pan baku atau 

perjanjian standar terscbut sesuai dengan asas konsensual yang merupakan syarat 

sahnya perjanjian sesuai dengan isi pasal 1320 KUH Perdata? 

Asas ini dapat ditemukan dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata 

didalamnya ditemukan istilah "semua". Kata-kata .. semua" menunjukkan bahwa 

setiap orang diberi kes..:mpatan untuk mcnyatakan kcinginannya (will) yang rasanya 

baik untuk mcnciptakan pcrjanjian itu. 

Asas konsensualisme ini mempunyai · hubungan yang erat dengan asas 

kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam pasal 1 338 

ayat 1 KUH Perdata. 

Kita melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku atau 

perjanjian standar diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk 

. 

mengadakan "real bargaining" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak punyai 

kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasan dalam menentukan isi 

perjanjian baku atau perjanjian standar ini karena tidak memenuhi elemen-elemen 

yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 KUH Perdata. Jadi perjanjian baku atau 

perjanjian standar tidak memenuhi asas konsensualisme. 
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Ada beberapa pendapat yang mempertegas ada atau tidaknya kebebasan 

berkontrak dalam pcrjanjian baku atau perjanjian standar tcrsebut. 

Pendapat pertama datang dari Sluijter, yang menyatakan perJanJian baku 

atau pe1JanJ1an standar bukan per.JanJ1an, s�bab kedudukan pengusaha di dalam 

perjanjian itu adalah scperti pembentuk undang-undang swasta (fegio particuliere 

wetgever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah 

menjadi atau sebagai undang-undang bukan perjanjian2. 

Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (dwang contract), walaupun 

J secara tcoritis yuridis,µerjanjian baku atau pcrjanjian standar ini tidak mcmcnuhi 

ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak.namun dalam 

kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan 

keinginan hukum3. 

Stein mencoba rnemecahkan rnasalah ini dengan mengernukakan pendapat, 

bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian, 

berdasarkan berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (ficlie van wil en 

vertrouwen) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri 

pada perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. 

Hondius didal;1m desertasinya mempertahankan bahwa, perjanjian baku atau 

standar mempunyai kckuatan mengikat, berdasarkan "kebiasaan" (gebruik), yang 

berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan4. 

2 Shidarta, Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Grnmedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, 

halaman 148. 
·1 M111h11u l>ttillM liuiln1lr.li11111u, /.;;;" II 
'1 Op. Cit. 
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Ahli hukum Indonesia Mariam Darus Badrulzam�n menyimpulkan bahwa 

pcrjanjian baku atau standar itu bcrtcntangan dcngan asas kebebasan bcrkontrak yang 

bertanggung jawab, terl cbih-lebih l agi ditinjau dari asas-asas hukum nasional, dimana 

akhimya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian baku atau 

standar, kedudukan pel aku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang 

didomiansi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang l uas baginya untuk 

menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan 

tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian baku atau standar ini tidak boleh 

·� dibiarkan tumbuh secara l iar dan karena itu perlu ditertibkan. 

Namun, bagaimanakah kedudukan klausula baku atau perjanjian baku atau 

perjanjian standar menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen? 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi "perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan 

konsumcn, serta kcpastian hukum". Pcnjclasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 adalah sebagai berikut : 

"Perl indungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 

(lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu : 

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan pcrlindungan konsumen harus memberikan manfaat seb esar

besamya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 

Universitas Medan Area



2J . 

2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh r�kyat  dapat diwujudkan 

secara maksimal dan m emberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku 

usaha untuk mempcrolch haknya dan mclaksanakan kcwaj ibannya sccara ad i l . 

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan kepentingan 

konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan 

· j aminan atas keamai1an dan k eselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, 

pernakaian dan pcmanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau 

digunakan. 

5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen 

rnenaati hukum dan memperoleh keadilan dal am penyelen ggaraan perl indungan 

konsumen, serta negara menjarnin kepastian hukurn". 

Memperhatikan substansi pasal 2 Undang-Undang Per1indungan Konsumen 

. demikian pula penjelasannya, tarnpak bahwa perumusannya rnengacu pada filosofi 

pembangunan nasional yaitu pernbangunan manusia Indonesia seutuhnya yang 

berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia. 

Kelima asas yang disebutkan ctalam pasal tersebut, bila diperhatikan 

substansinyu, dapat diha�i mcnjadi 3 ( tiga ) asas yai tu : 

l )  Asas kemanfaatan yang didalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan 

konsumen. 

2) · Asas keadilan yang didalamnya meliputi asas keseimbangan. 

3) Asas kepastian hukum. 
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Selain itu didalam klausula baku pada pasal 13,':3 disebutkan, "Mengenai 

perjanjian ini, Indomobil Finance dan konsumen melepaskan pasal 1226 dan pasal 

1 267 KUH . Perdata RI scpanjang yang mengatur tentang tata cara mengakhiri suatu 

pm,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1" 

Didalam pasal 1266 ayat l berbunyi, "Syarat batal dianggap selalu 

dicantumkan dalam persetlij uan-persetujuan yang bertimbal-bal ik, manakala salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya". Kemudian ayat 2 berbunyi , "Dalam hal 

yang demikian persetuj uan ti dak batal demi hukum, tetapi pembatalan h ams 

dimintakan kepada hakim". Kemudian ayat 3 berbunyi, "Permintaan ini juga h ams 

dil akukan, meskipun syarat batal mengena i  tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan 

diqalam perjanjian". 

Pada ayat 4 dinyatakan bahwa jika syarat batal tidak dinyatakan dalam 

persetujuan. Hakim adalah Jeluasa untuk, menurut keadaan atas permintaan si 

tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih j uga memenuhi kewajibannya, 

jangka waktu mana nam un itu tidak boleh l ebih dari satu bulan. 

Pada pasal 1 267 dinyatakan "Pihak tcrhadap siapa pcrikatan tidak dipcnuhi, 

apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak y ang lain untuk 

memenuhi perjanj ian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perj anjian, disertai 

penggantian biaya dan bunga . 

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa apabila konsumen wan prestasi 

maka PT. Indomobil Finance Indonesia dap,at menarik barang dalam hal ini sepeda 

motor secara sepihak tanpa mem intakan pembatalan perjanjian kepada hakim. Disini 

dapat dilihat bahwa PT. lndomobil Finenace Indonesia dapat melakukan pembatalan 
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perJanJian secara sepiliak, tanpa mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh 

konsumcn. 

Penerapan klausula�klattsula tertentu yangt dilakukan oleh pihak yang 

memiliki kedudukan lebih  kuat yang mengakibatkan sangat merugikan pihak lemah, 

biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan atau yang dalam istilah Belanda 

dikenal derigan misbruik van omstadigheden. 

Pcnyalahgunaan kcadaan tcrjad i  apabila orang mcngctahui  atau scharusnya 

mengerti bahwa pihak lain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, 

·� ketergantungan, ti dak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak 

berpengalaman tergerak untuk melakukan perbuatan hukum, meskipun ia tahu atau 

seharusnya mengerti bahwa sebenamya ia harus mencegahnya. 

Penyalahgunaan ini dapat terjadi jika suatu perjanjian l ahir karena adanya 

keunggulan salah satu pihak, baik keunggulan ekonomi, keunggulan psikologi 

rnaupun keunggulan lainnya. Walaupun dernikian, secara umum hanya dikenal dua 

kelompok penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, secara garis besar 

pcnyalahgunaan keadau1 1  dikelompokkan dalam dua kelompok : 

a. · Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonorni (economi.,· che overwicht) 

dari satu pihak terhadap pihak lain. 

· b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologi (geestelijke overwicht) 

dari satu pihak terhadap pihak lainnya. 

Disamping itu, Lcbens De Mug, masih menambahkan kclompok 

penyalahgunaan ketiga, yaitu keadaan darurat (nood to estanal), narnun pendapat ini 

kurang mendapat sambutan dari kalangan ahli hukum, dan k eadaan d arurat yang 
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dimaksud biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan keadaan karena 

adanya kcunggulan ekonomi. 

Dari uraian J iatas, maka yang banyak terjad i  di Indonesia adalah 

penyalahgunaan keadaan karena keunggulan e konomi. Penyalahgunaan k arena 

keunggulan �konomi harus memenuhi syarat utama berikut ini : 

a. satu pihak dalam pcrj anjian lebih unggul dalarn b idang ekonomi dari pada pihak 

lainnya, sehingga 

h. pihak lain tcrdcsak mclakukan rc�janjian yang hcrsangkutan. 

Dcngan dcm i k i an, ada kca<laan tcrdcsak <lan tidak ada al tcrnati f lain bagi 

pihak yang lemah dari segi ekonomi, dan dalam keadaan itu, mereka tidak 

memungkinkan lagi men gadakan perurid ingan. 

Di Indonesia, sejak sebelum kemerdekaan, telah dilakukan upaya-upaya 

untuk mcmbcrikan pcrl i ndungan kcpada konsumcn dari pcnya l ahgunaan kca<laan. 

Hal ini tampak dengan adanya pembatasan terhadap penyalahgunaan keadaan yang 

· dapat merugikan konsu::nen melalui Woeker Ordonantie tahun 1938. berdasarkan 

pasal 2 Ordonansi terscbut, para hakim diberikan kewenangan untuk mengurangi 

kewajiban pihak yang dirugikan atau membatalkan petjanj ian dalam hal hakim 

menemukan adanya ketidakseimbangan yang mencolok antara kewajiban-kewajiban 

· para pihak. Untuk melaksanakan kewenangan hakim tersebut, maka disyaratkan 

bahwa : 

a. Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk itu. 

b .  Pihak yang dirugikan tidak secara penuh menyadari segala akibat perjanjian yang 

· telah diadakannya. 
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c. P ihak yang dirugikan temyata bertindak ceroboh, tan pa. pengalaman, atau dalam 

keadaan darurat. 

Upaya perl indungan konsumen diatas tentu sangatlah terbatas dan tidak 

mungkin memberikan perl indungan kepada konsumen secara keseluruhan. Akan 

tetapi upaya tersebut <lapat dijadikan salah satu upaya untuk membatasi kerugian 

akibat penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanj ian. 

Mcnurul Mariam - Darus Badru lzama n, r1.:�janj i an baku dcngan klausu l a  

eksonerasi yang rneniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) 

J untuk rnembayar ganti kerugian kepada debitur, memil iki c i ri sebagai berikut : 

a. lsinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relat if  kuat dari 

pada debitur. 

b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanj ian itu. 

c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerirna perjanj ian tersebut. 

d. lkntuknya tcrt u l  i s .  

e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual . 

Dalam UU No. 8 Tahun 1 999 tentang Perl indungan Konsurnen, istilah 

klausula eksonerasi sendiri tidak ditemukan, yang ada adalah "Klausula Baku". Pasal 

1 angka ( 10) mendefinisikan Klausula Baku sebagai setiap aturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang d ipcrsiapkan dan ditctapkan lcrlcbih dahulu sccara scpihak oleh 

pelaku usaha yang dituangkan daian suatu dokumen dan/atau perj anj ian yang 

mengikat dan waj ib dipenuhi oleh konsumen. Apakah dengan demikian klausula 

baku sama dengan klausula eksonerasi? Dalam klausula baku, yang ditekankan 

adalah prosedur pembuatannya yang bersifat sepihak, bukan mengenai isinya. 
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· Padahal pengertian Klausula Eksonerasi tidak sekedJrr m empersoalkan prosedur 

pembuatannya, mclainkan J uga 1smya yang bersifat pengalihan kewajiban atau 

tanggungjawab p el Jku usaha. 

J ika m el ihat pada ketentuan pasal 1 8  ayat ( I ) UU P erl indungan Konsumen, 

<lapat <l i p1.:rolch jawabau s1.:1111.:ntara hahwa k1.:d u a  i s t i l ah  i t u  bnb1.:Ja t\ rt i uya k l ausula 

baku adalah yang dibuat scpihak dengan pclaku:  usaha, tetapi isinya tidak boleh 

mengarah pada klausula eksonerasi. 9 

Di Am erika Serikat m isa l nya, penibatasan wewenang pelaku usaha untuk 

m embuat k lausula cksonerasi l ebih banyak diserahkan k epada inisiatif konswnen. 

J ika ada konsumen yang dirugikan, berdasarkan Uniform Coommercial Coale 1 978, 

ia dapat mengajukan gugatan k e  pengadilan. Putusan-putusan pengadil an inilah yang 

kcmud ian Jijad i ka11 masukan pcrbaikan lcgis las i  yang tc lah  a<la, t1.:rmasuk s1.:jauh  

mana pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak. 

Di Belan�a perjanjian baku atau perJanJtan standar dimasukkan 

p engaturannya dala:n KUH P erdata yang baru. Dis itu dinyatakan bahwa bidang-

bidang usaha yang boleh menerapkan perjanjian baku atau standar harus ditentukan 

dengan peraturan, dan perjanjian itu baru dapat ditetapkan , diubah atau dicabut 

setelah mendapat pcrsetujuan Menteri Kehakiman. Kemudian penetapan p erubahan 

· , atau p encabutan itu baru m emperol eh kekuatan h uk um setelah mendapat persetujuan 

Raja/Ratu yang dituangkan dalam Berita N egara. Ketentuan lainnya m enyatakan 

bahwa perjanjian baku atau perjanjian standar i ni dapat pula d ibatalkan, j i ka pihak 

9 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, 
Jakarta, 2004, halaman 1 5 1 .  
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produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditur meng�tahui  atau seharusnya 

mengetahui bahwa pihak konsumen ti dak akan menerima perjanjian tersebut ji ka i a  

mcngctahu i is i nya . 

Bahwa kita di l ndonesia, ketentuan yang membatasi wewenang pembuatan 

klausula eksonerasi ini belum diatur secara tegas dalan undang-undang. Ketentuan 

satu-satunya hanya ditcmukan dalam undang-undang perlindungan konsumen, 

walaupun disitu digunakan istilah "klausula baku" yang temyata berbeda 

pengertiannya dengan klausula eksonerasi . . Secara umum memang dapat ditunjuk 

� beberapa pasa! yang ditunj uk dalam KUH Perdata. Salah satunya adalah pasal 1337,  

yang menyatakan bahwa suatu perjanji an tidak boleh dibuat bertentangan dengan 

undang-undang kesusilaan, atau ketertiban umum. Sekalipun derni k i an untuk menguji 

sejauh mana perjanjian itu bertentangan, perlu di proses melalui gugatan dipengadilan. 

Padahal kekuatan yurisprudensi dalarn sistem hukum Indonesia t idak seperti y ang 

berlaku di negara-negara Anglo Saxion/ Anglo Amerika. Dengan demikian langkah 

yang ditempuh oleh Belanda, yakini dengan membuat ketentuan khususmengenai tata 

acara pembuatan perjanjian baku atau standar, ki ranya dapat dipertirnbangkan untuk 

ditiru.  Selain dengan mencanturnkannya dalam KUH Perdata,  juga dapat dibuat 

dalarn UU khusus yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. 

Dalam perjanjian baku pada PT. lndomobil Finance lndonesia rnemuat 

klausula-klausula baku yang harus dipatuhi oleh konsumen. N amun yang menjadi 

perrnasalahan apakah klausula baku yang dibuat oleh PT. lndomobil Finance 

fndonesia sesuai dengan pasal 18 UU . No 8 tahun 1 999? 
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Didalarn pasal l 8 UU No . .  8 tahun 1 999, rnerygatur tentang ketentuan 

pencantuman klausula baku yang berbunyi: 

1. Pelaku . usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 

diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klusula baku pada setiap 

dokumen dan/atau perjanjian apabila: 

a. Menyatakan pengalihan tanggung j awab pelaku usaha 

b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen 

c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak rnenolak pernyerahan kembali uang 

yang dibayarkan atas barang dan/atau j asa yang dibeli oleh konsumen\ 

d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak 

yang hcrkaitan dcngan harnng yang dihcli olch konsumcn sccara angsuran.  

e.  Mengatur perihal pembuktian alas hilangnya kegunaan barang atau 

pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen 

f Memberi hak kcpada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau 

mengurangi harta kekayaan konsumen yang menj adi  objek jual beli jasa. 

g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, 

tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh 

pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan j asa yang dibelinya. 

h Mcnyatakan kunsumcn mcmbcri kuasa kcpada pdaku usaha untuk 

pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak j aminan terhadap barang 

yang dibeli oleh konsumen scara angsuran. 
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2. Pelaku usaha di lar:rng mencantumkan klausula baku �ang l etak atau bentuknya 

sul i t  terlihat atau ti<lak dapat di baca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 

dimengerti 

3 .  Sd iap k lausu la  haku yang ldah d i lctapkan old1 pdaku usaha alau dokumcn alau 

perj anjian yang memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud pada dan ayat ( 1 )  

ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. 

4. Pelaku usaha waj ib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan UU 

lnL 

Apabila k i ta cermati s ubstansi pasal 1 8  ayat ( l )  yaitu larangan membuat 

dan/atau mencantumkan klausula  baku pada setiap dokumen dan/atau perj anj ian yang 

menyatakan penga l ihan tanggug jawab pelaku usaha (huruf a), larangan ini 

dimaksudkan untuk mcnempatkan konsumen setara dengan pel a k u  usaha berdasarkan 

prinsip kebebasan berkontrak. Dan seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk 

jangka waktu 4 (empat) tah4n sesuai dengan ketentuan pasal 27 huruf e UU 

perli ndungan konsumcn. Pasal i n i  menentukan pelaku usaha yang memproduksi 
I 

barang dibebaskan dari tang&ung jawab ·atas kerugian yang diderita konsumen, 

apabi l a  lcwatnya jangka wak tu' pcnuntutan 4 (cmpat )  tahun scjak  barnng dihc l i atau 

lcwatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu ketentuan ini  berlebihan, 

karena sama sekal i menutup kemungkinan bagi pelaku usaha untuk lepas dari 

tanggung jawab dengan mencar . tumkannya dalam k lausula baku seperti itu. 

Menyangkut laranga11 mencantumkan klausula baku yang menyatakan 

bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli 

konsumen sebagaiman tersebw. dalam pasal 18 h uruf b, sebaiknya ada batas waktu 
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yang wajar . Hal i n i  mcrupakan pasangan c.!ari larangan k lausula baku yang 
' 

menyatakan bahwa pelaku usaha berhak rnenolak penyerahan kembali uang yang 

dibayarkan atas barang dan/ataujasa yang dibel i o l eh konsumen ( huruf c) 

Jadi pelaku usaha di larang untuk tidak menerima kembali barang yang s udah 

d ij ualnya dan t idak mcngcmha l i kan  uang yang t c l ah  d i tcrimanya schaga i pcmbayaran 

atas barang tersebut, tetapi tentu saj a  j ika pengembal ian barang tersebut dengan 

alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. 10  

Larangan dari h uruf d dari pasal 18  ayat ( 1)  huruf d sudah tepat. Klausula 

·! baku yang berisikan pcmberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha untuk 

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibe l i  secara 

angsuran adalah tidak adi l .  Namun ha! ini terdapat dalam klausula baku yang dibuat 

oleh PT. Indomobil  F inance Indonesia dalam pasal 7. 1 huruf a yang menyatakan 

"baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahul u, Indom obil 

Finance berhak untuk mengambil kenderaan dad konsumen atau pihak lain yang 

menguasai kenderaan pada setiap waktu dan tempat berdasarkan surat kuasa 

penarikan dan untuk selanj utnya menj ual dengan cara, harga dan syarat-syarat yang 

dianggap baik oleh Indomobil Finance, menerima uang hasil penj ualan dan kemudian 

memperhi tungkan dengan sisa/seluruh hutang konsumen". Yang berarti PT. 

fndomobil Finance Indonesia telah me langgar pasa l 1 8  ayat ( I )  h uruf d U ndang-

Undang Perl indungan Konsumen. Disamping itu dapat dikualifikasikan sebagai 

10 Ahmad Miru. dan Sutarman Yoda, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Grafindo Persada.. 

Jakarta, 2004, halaman 1 09. 
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penyalahgunaan keadaan konsumen. Demikian juga ketentuan pasal 1 8  ayat ( 1 )  

huruf f. 

Dan . · larangan mencantumkan klausula baku yang menyatakan bahwa 

tunduknya konsumcn kcpada pcratuan yang bcrupa aturan baru, tambahan, lanjutan 

dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha sebagaimana 

tersebut dalarri .pasal 1 8  huruf g. 

Didalam pasal 1 8  huruf h dinyatakan bahwa pelarangan mencantumkan 

klausula-baku yang menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku 

·� usaha untuk per.ibebanan hak tanggungan, hak gadai ,  atau hak jaminan terhadap 

barang yang dibel i  oleh konsumen secara angsuran, j uga dilanggar oleh PT. 

Indornobil Finance Indonesia. Hal ini dapat kita l ihat dalam pasal 1 huruf b yang 

menyatakan, "Konsumen memberikan kuasa kepada pihak penjual kenderaan (dealer) 

untuk semua hal yang berkaitan dengan pengurusan dokumen bukti kepemilikan 

kenderaan tennasuk tetapi tidak terbatas pada pendaftaran nama konsumen atau nama 

pihak lain yang ditunj uk oleh konsumen pada dokumen B uku Pemi l ikan Kenderaan 

Bermotor (BPKB) dan untuk selanjutnya · menyerahkan BPKB kepada lndomobi l  

Fi nance schagai jami nan" 

Hal in i  berarti bertentangan dengan pasal 1 8  ayat 1 huruf h UU perlindungan 

konsurnen. Jaminan yang dimaksud oleh PT. Indomob i l  Finance Indonesia adalah 

berupa jaminan fidusia. Menurut pasal l ayat 2 UU No. 42 tahun 1 999 jaminan 
' 

fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang 

. tidak berwuj ud dan bcnda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1 996 (BN. 
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No 5847 hal l B-3B) tcntang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan 

pe�berian fidusia., sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan 

kedudukan yang diuntamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur 1 ainnya: 
. 

Fidusia dikenal sebagai gadai barang hak atas benda berdasarkan 

kepercayaan yang disep;:ikati sebagai jaminan bagi pel unasan uang kreditur. 1 1  

Fidusi a  tc�jadi dalam suatu proses yang tcrd i ri dari t iga tahap scbagai 

bcrikut : 

fase Pertama Perjanj ian untuk memberikan fidusia 

; Para pihak dalam perjanj i an kredit rnembuat janj i untuk memberikan 

jaminan fidusia terhadap perjanj ian pokok. Sifat dari perjanjian 

adalah untuk memberikan fidusia (asessor). 

Fase Kedua Perjanj ian fidusia dalam bentuk akta 

Pcmhcrikan fidusia d ibcri kan  dalam bcnt u k  akta 

Fase Ketiga Pendaftaran 

Fidusia terjadi dengan mengadakan perJanJ tan kredit yang 

mengandung klausul untuk memberikan benda bergerak sebagai 

j aminan fidusia. Perjanj i an ini di ikut i  dengan perj anj ian pinjarn 

pakai antara krcdi tur  yang bcrslalus scbagai
· 

pcm i l i k  alas dasar 

kepercayaan dan debitur sebagai peminj am pakai .  

Maka dalam hal ini pasal 1 8  ayat 1 hruf h menjadi sebuah kontroversi. 

Disatu sisi dalam pasal 1 8  ayat I huruf h menyatakan larangan konsumen memberim 

kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak j aminan terhadap barang yang 

1 1  
Mariam Darus Badrulzarnan, SH., Aneka Hukum Bisnis, Alumni, 1 994, halaman 98. 
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... ; .. .... � .. 't.. .. 

·-

dibeli konsumen secara angsuran. Namun disisi l ain, pelaku usaha (lqedituJ)' jp��::; -� �· , 

� 
memerlukan suatujaminan, agar debitur (konsumen) memenuhi kewajibannya. ·. · · �:.;, , . / 

. ·, ' �. .. 
. 

:;'. 

Di daiam pasal 1 8  ayat 2 UU Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa 

pdaku usaha d i larang m�ncantumkan k l ausula ba k u  yang ktak a l a u  ht:nt u k nya s u l i t  

terl ihat atau tidak dapat dibaca dengan jdas, atau yang pen gungkapannya sulit 

dimengerti. Hal ini j uga bertentangan dengan klausula baku yang dibuat oleh PT. 

Indomobil Finance Indonesia dimana kelusula baku tersebut bentuknya sul it  terlihat 

atau tidak dapat dibaca dengan jelas karena hurufnya yang terlalu kecil sehingga sulit 

untuk dibaca, yang akihatnya konsumen malas untuk membaca klausula-klausula 

tersebut sehingga konsumen menyetuj ui perjanj ian tanpa mengerti ketentuan yang 

tcrdnpat  d ida la m nyn . 

Dalam pasal 1 8  ayat 2 UU Perlindungan Konsumen mempertegas pengertian 

pasal tersebut, dengan rnengatakan bahwa klausula baku harus di\etakkan pada 

tempat yang mudah terlihat dan dapat jelas dibaca dan m udah dimengerti . Dan 

didalam pasal 18 ayat 3 UU Perlindungan Konsurnen dinyatakan j ika hal-hal yang 

disebutkan dalam ayat I dan 2 itu tidak dipenuhi maka klausula baku itu menjadi 

batal demi h ukum. Dalam hal ini PT. Indomobil F inance Indonesia telah melanggar 

pasal 18 ayat ( 1) huruf d, pasal 18 ayat ( 1) huruf h ,  pasal 1 8  ayat (2)  Undang- Undang 

Perlindungan Konsumcn, maka klausula yang dibuat oleh PT. Indomobil  F inance 

Indonesia batal demi hukum. 

Disini dinyatakan, yang batal demi hukum itu adalah k lausula baku tersebut, 

bukan perj anj iannya sccara keseluruhan. Tentu saj a  ha\ ini harus dicermati karena 

j ika klausula baku itu terkait dengan unsure esensial ia yang tundunk pada ketentuan 

. -

Universitas Medan Area



43 ' 

hukum yang bersifat memaksa, maka sangat mungkin keberadaannya akan 

· membatalkan seluruh perjanj ian. 1 2  

Scbagai konsck ucnsi alas pc langgaran tcrhadap kctcntuan pasa l 1 8  ayat ( I )  

dan ayat (2) tersebut, pasal 1 8  ayat ( 3 )  Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen mcnyataknn baud demi hukum setiap kl1;1usula. baku yang telah ditetapkan 

oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanj ian yang memuat ketentuan yang 

di l arang dalam pasal 1 8  ayat ( 1 )  maupun perj anj ian bak u atau klausula baku yang 

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 8  ayat (2) .  Hal in i  

·� merupakan pertegasan kembal i akan si fat kebebasan berkontrak yang diatur dalam 

pasa l 1 320 K t J I  I Perdata jo pasa l 1 . r n  K l  J I  I Pcrdala .  l n i  hcrar t i  perj a nj ian  yang 

memuat ketentuan mengenai klausula baku yang dilarang dalam pasal 1 8  ayat ( 1 )  

atau yang memiliki format sebagaimana di larang dalam pasal 1 8  ayat (2) dianggap 

tidak pernah ada dan mengikat para pihak, pelaku usaha, dan konsumen yang 

melaksanakah transaksi perdagangan baran g  dan/atau jasa tersebut. 

Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam 

pasal 1 8  ayat (3) ,  pasal 1 8  ayat (4) Undang-Undang Perl indungan Konsumen 

scl 1 1nj 1 1 l 11ya mcwaj i hka 1 1  pa rn pcl a k u  usaha 1 1 1 1 t 1 1k  1 1 1c1 1ycsua i ka1 1  k lausu l a  ha ku yang 

bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perl indungan Konsumen in i .  

Ini berarti bahwa pada prinsipnya Undang-Undang tentang Perlindungan 

Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanj ian baku yang 

memuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha 

perdagangan barang dan/atau j asa, selama dan scpanjang perjanj ian baku dan/atau 

12  Shidarta, Joe. cit. 
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kbusula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagajmana dilarang dalam 

pasal 1 8  ayat ( 1 )  serta tidak "berbentuk" sebagai mana di larang dalam pasal 1 8  ayat 

(2) U ndang-Undang tentang Perlindurigan Konsumen tersebut. 

Harus diakui bahwa perjanj ian baku atau standar atau perjanjian yang 

mengandung klausula baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang 

semakin maj u  dewasa ini,  terutama karena dengan penggunaan perjanj ian baku atau 

standar tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bemegosiasi. Hal ini  

sangat bcrguna jika d ikaitkan dcngan prinsip bahwa "waktu adalah uang" 

Nam u n  yang mcnjadi p<.:rtanyaan adalah kapan saal sah nya pc1j anj ian bak u  

atau standar tersebut? 

Didalam pasal 1 320 KUH Perdata dinyatakan: "Untuk sahnya suatu 

perj anjian diperlukan empat syarat : 

1 .  Sepakat mereka yang rnengikat dirinya. 

2 .  Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 

3 .  Suatu ha! tertentu. 

4 .  Suatu sd>ah yang hala l ."  

Meskipun perjanj ian baku atau standar tidak diatur KUH Perdata tetapi 

perjanjian tersebut tetap tunduk kepada ketentuan umu m  KUH Perdata yaitu pasal 

1 3 3 8  dan 1 320. 

Perj anj ian baku atau standar m erupakan per:janj ian yang ditetapkan secara 

sepihak, yakni  oleh produsen/penyal ur produk (pelak u  usaha) dan mengandung 

ketentuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang lain (konsumen) hanya 
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memiliki dua pi l ihan yaitu menyetuj ui  atau m enolaknya. Artinya hak untuk 

mcnyctuj u i ( lake ii ) atau mcnolak pc�janj ian yang d ia j ukan kcpadanya ( leav<' ii) .  

Dalam hal in i  sebagai alat ukur untuk m cnyatakan bahwa pihak-pihak telah 

sepakat atas suatu perjanj ian baku atau standar dapat kita l ihat dari : 

Di ucapakan oleh kedua belah pihak 

Dengan pemberian tanda tangan 

.ladi puda saa l  ko1 1s1 1 1nc1 1  d1 1 1 1  pd aku usaha 1 1 1e 1 1mla t a 1 1g1 1 1 1 1  pe1:ja nj i 1 1 1 1  bairn 

atau standar tersebut maka perjanj ian tersebut sah karena kedua belah pihak telah 

sepakat. Dan perjanj ian tersebut mengikat kedua belah pihak. 

Asser Rutten mengatakan pula bahwa "setiap orang yang menandatangani 

perjanjian, bertanggung j awab pada is i  dan apa yang ditandatanganinya. J i ka ada 

orang yang membubuhkan tanda tangan pada formul ir  perjanj ian baku atau standar, 

tandan tangan itu akan mernbangkitkan kepercayaan bahwa y ang bertandatangan 

mengetahui dan menghendaki isi formulir yag d itandatangan i .  Tidak m ungkin 

seorang menandatangani apa yang tidak diketahui is inya1 3. 

n.· Akibat Hukum Apabila Salah Satu ·Pihak Wan Prestasi 

Apabi la si berutang ( debitur) t idak melakukan apa yang dijanj ikannya, inaka 

dikatakan ia  "wan prestasi".  la alpa atau lalai atau i ngkar janji,  ata u j uga ia  melanggar 

perjanj ian, bita ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. 

Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk. 

13 Mariam Darus Badrulzaman. /,oc. Cit. 
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Wan prestasi scorang debitur dapat berupa empat mac�m 14 : 

· a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 

h. Mclaksanakan apa yang dijanj iknnnya, tctapi t idak scbagaiman dijanj ikan 

c. Mc lakukan apa yang di janjikannya tctapi tcrlamhat 

d. M el akukan sesuatu yang menurut pe�janj ian tidak boleh dilakukannya 

46 

Terhadap wanprestasi si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak 

yang wajib melakukan scsuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukwnan. 

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada 

·� empat macam yaitu : 

1 .  Membayar kerugian yang didcrita olch krcditur atau dengan singkat dinamakan 

ganti rugi 

2 .  Pembatalan perjanji an atau juga dinamakan pemecahan perjanjian 

3. Peralihan resiko 

4.  Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di  depan hakim. 

Karcnn wan prcstasi mcmpunya i ak ihnt yang bcgi l u  pcnt i ng. maka harus 

ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan prestasi atau tidak, dan kalau 

hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. 

Di dalam perjanjian baku atau standar atau klausula baku yang dibuat oleh 

PT. lndomobi l  Finance Indonesia dalam pasal 6 dinyatakan: 

Salah satu dari peristiwa yang disebutkan dibawah m1 merupakan suatu 

' kejadian atau kelalaian" terhadap perjanjian: 

1 4  Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2004, halaman 45.  

I I 
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a . .  Apabila keonsumen t idak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam 

pasal 4 perj anj ian ini .  

b .  Konsumen tidak mcmbayar atau lain-lain jumlah yang terhutang dengan cara dan 

pada waktu yang telah ditentukan dalam perj anj ian in i ,  lewatnya waktu 

rcmhuya rn n  1 11Cnt pllkilr l  huk t i  k c l a lu ian  k ollSl l l l lC l l  da1 1  k a rc 1 1anya l ida k 

diperluakan alat bukti l ain .  

c .  Konsumen tidak mcnggunakan fasi l i tas hutang unutk membeli  kenderaan. 

d .  Surat pemyataan I surat keterangan atau jaminan yang diberikan oleh konsumen 

·� berkaitan dengan pemj anj ian temyata terbukti benar atau tidak sesuai dengan 

kenyataan yang scbenamya pada waktu dibuat dan diserahkan kepada PT. 

Indomob i l  Finance Indonesia. 

c. Konsumcn rn�ngaj 1 1ka n  pcnnohona n  untuk  d i nyata kan dalam pai l i t  atau mcm i nta 

penundaan pembayaran hutang (Surseance van betaling). Kepada instansi yang 

berwenang atau dinyatakan pai l it atau suatu pennohonan atau t untutan untuk 

kepai litan tel ah diaj ukan terhadap konsumen oleh p ihak ketiga. 

f. Konsumen mem indahtangankan dan/atau m engalihkan hak-hak dan 

kcwaj ibannya scbaga i k onsumcn PT. l ndomob i l  F i nance Indones i a  bcrdasarkan 

perjanjian kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetuj uan terlebih dahulu  

dari PT. lndomobil Finance Indonesia. 

g. Kekayaan konsumen sel uruhnya atau sebagian dis ita yang berwenang. 

h .  Konsumen tersangkut dalam suatu perkara perdata/pidana yang menyebabkan 

konsumen t idak dapat memenuhi kewaj ibannya k epada PT. Indomobil Finance 

Indonesia. 
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1 .  Konsumen lalai dan/atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam perjanj i an dan/atau 

pemyataan lain yang berhubungan dan merupakan satu kesatuan dengan 

f lL' l_ l l l l lj l H l i  1 1 1 1.  

Dan d idalam pasal 7 pcrj anJ ian bak u  atau pc�janj ian slandar yang d ibuat 

oleh PT. Indomobil  Finance I ndonesia dinyatakan : 

7. 1 .  Dalarn hal terj adi nya kelalaian sebagaimana tersebut pada pasal 6 perjanj ian 

m aka : 

a. Baik dengan maupun tanpa somasi (pemberitahuan) terlebih dahulu, PT. 

l ndomobi l Fi nance Indonesia berhak untuk mengambil kendaraan dari 

konsumcn atau pihak lu i 1 1  yaug 1 1 1c1 1guasa1 kcmJaraan pat.Ju sctiap waklu dun 

tempat berdasarkan surat kuasa penarik an dan untuk selanj utnya menjual 

dengan cara, harga atau syarat-syarat yang dianggap baik o leh PT. 

lndomobi l  F inance I ndonesia, menerima uang hasil penjualan dan 

kemudian mcmperhitungkan dengan s i sa/seluruh h utang atau konsumen 

a tau , 

b. Konsumen membayar l unas atau sekaligus sisa hutang yang masih ada 

kepada PT. l ndomobil F inance Indonesia berikut biaya-bi aya lain yang 

timbul berdasarkan catatan pembukuan PT. fndomobil Finance I ndonesia. 

7.2.  Apabila kewaj ib an konsumen telah lunas I dipenuhi dan ada kel eb i han uang 

hasi l  penjualan kcndaraan, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikanh 

k epada konsumen .  

7.3 .  Apabi la mcnurut pcrtimbangan PT. lndomobil Finance I ndonesia pengambilan 

kendaraan membutuhkan pihak ketiga /instansi yang berwenang, maka 
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Jadi ketentuan pasal 1 266 KUH Perdata sudah mengandung suatu 

• , 1 5 KontroversL 

Dalam praktek para pihak senng mencantumkan suatu klausula dalam 

per_1a1�1tan bahwa mercka sepakat untuk melepaskan atau mengenyampingkan 

kctcntuan kclcntuan pasal 1 266 ayal 2 K U I  I Pcrdata. A k i ba t  hukumnya j i ka tcrja<l i  

wan prestasi, maka perjanjian i tu batal demi hukum. Ada beberapa alasan yang 

mendukung pencantuman klausula ini, misalnya berdasarkan pasal 1 33 8  ayat l KUH 

Perdata, setiap perj anj ian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

pafa pihak yang membuatnya, sehingga pencantuman klausula yang melepaskan 

ketentuan pasal 1 266 ayat 2 KUH Perdata harus diataati oleh para pihak. Selain itu 

jalan yang ditempuh melalui pengadi lan akan membutuhkan biaya yang besar dan 

waktu yang lama sehingga hat i ni tidak efisien bagi pelaku b isnis. 

Seperti . telah dijelaskan dimuka dikalangan ahl i hukum dan praktisi hukum 

terdapat perbedaan pendapat apakah wan prestasi merupakan syarat batal sehingga 

penj ual sewa (kreditur) dapat mearik kembal i barangnya tanpa persetuj uan hakim 

ataukah perjanj ian sewa bel i (perjanj ian baku) tersebut harus dimintakan 

pembatalannya pada hakim? 

Dcngan hcrlakunya UU Pcrl indungan Konsumcn No. 8 tahun 1 999 

disebutkan dalam pasal 18 bahwa pelaku usaha di larang mencantumkan klausula 

baku yang menyatakan bahwa pelaku usaha berhak mengambil tindakan sepihak atas 

barang yang dibe l i konsumen secara angsuran . Klausula baku seperti itu adalah batal 

" Suhamoko, SH, MLl, Hui.um Petjanjian Teori dan Analisa Kasu.<J, Prenada Media, Jakarta, 2004, 
halaman 63 . 
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dem i hukum.  Dcn gan dcm i k ian kasus wan prcstasi dimana pemhel i  sewa (deb i t u r) 

bcrstalus scbaga i konsumcn, pdaku usaha harus mclakukan gugatan wan prcstasi 

tersebi h dahulu di Pcngadilan Negeri dan meminta pengadi lan negen agar 

menghukum pembeli sewa (debitur) untuk menyerahkan kembali barangnya. 

Jadi klausula baku yang dibuat oleh PT. I ndomobil Finance Indonesia adalah 

batal demi hukum . 
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BAB V 

KES IMPU LAN DAN S A RAN 

A. Kesimpulan 

1 . :sahwa pe�janj ian baku standar yang dibuat oleh PT. lndomobi l Finance 

I ndonesia tidak scsuai dcngan asas kcadi l a n  dan kcsimba ngan yang tcrcantum 

� dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 999 karena bentuk dan isi 

perj anj ian tersebut dibuat secara sepihak oleh PT. Indomobil Finance Indonesia. 

Dan pencantuman klausula baku yang dibuat oleh PT. lndomobi l  Finance 

Indonesia bertentangan dengan pasal 1 8 ayat I huruf d, pasal 1 8  ayat I huruf h,  

dan pasal 1 8  ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 999. 

2. Du n hcrdasarkan h.! 1 1 \ I Hl l l  dat a .  hahwa apa h i l a  dch i t ur ( kons1 1 111c11 ) wan prcstasi 

maka PT. lndomobil  Finance Indonesia dapat menari k secara sepihak tanpa 

adanya somasi (surat teguran) maupun gugatan ke Pengadi l an .  

Jadi klausula baku yang dibuat oleh PT. f ndomobil Finance [ndonesia batal demi 

h ukum. 

B. Saran 

I .  Kcpada Pcmcri ntah  agar mcngawas i pcrnhuatan klausula hak u  yang d i buat olch 

pelaku usaha yang mengarah kepada klausula eksonerasi .  Dan menindak tegas 

terhadap pelaku usaha yang membuat klausula eksonerasi .  
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2. Kepada PT. I ndomob i l  f'inance I ndonesia agar meletakkan k l ausula baku pada 

tem pat yang mudah terl ihat dan dapat jelas dibaca dan mudah dimengerti .  

3 .  Kepada Konsumen agar membaca terlebih dahul u k\ausula-kl ausula baku secara 

tcl i t i  schclum mcnandatangani pc�j anj ian haku atau standar. 

1 1 
1 1 I 
1 ;  
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Peraturan Perundang-Uodangan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . 

l l  ndang-l J ndang Nomor 8 Tnhun 1 999 ten tang Perl i ndungnn K onsumcn.  

Undang - - U ndang Nomor 42 Tah u n  1 999 Tcntang Fiducia 

1 1 
I 
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PT. l i'WOMOBIL r- I NANCE INDONESIA 

FOR M U LI R  P E R MOHONAN K R E DIT 

����s PEMOHO:erora1�1g�a_n ____ D _____ P_ro_f_e_s_i ____ 0 _______________________ _ 

Nama KTP 
No. KTP 
Alamat KTP 

________ ________ LKJPR') 

Tg l . La h i r 

Alamat tingga l 

RT/RW : 

No SIM . 

Ke lu ra han : Kota: Kode Pos · · --. -. ·---- -----

__________ Status Kawin ____________ T a n g g u ngan : orang 

RT/RIN : Kelurahan : Ko ta: Kode Pos . ---- -----
Luas rumahT/B --- m2 Lama menernpati Tahun Te lpon&HP: ----------
Status rumah : Mi l ik  sendir i  I KPr� f Kontr3k I La in - la i n · 

N a m a  Perush Alamat Kantor 
Kota: 

Profegi/J ailat<in : 

Nama lbu Kand u n g  

D A T A  ISTRl/SUAMI 

J e n i s  Usaha 

-· -· ---- - _ Kode Pos : ---�---·�- Telpon . . . . .... _, __ ----- F<1x · 

______ l.;i1na Kerj:i_. ________ Tahun Atasan . 

�a m a  KTP 
r�o KTP . 
-'------------------·------------------- LK/PR') 

. Jenis Usaha f'-lama Perus h 

Alamat Kantor 
---------------------

Kola: _____ Kode Pos : Telpon · 

P rofesi/Jabatan : ------------ Lama Kerja ·-----

DAT A R EFERENSI 

Fax : 
Ta hu n Atasa n . 

Nama KTP ·------------------ Hub den�an pemoho,-. 
Profesi/Jabatan ---------------------

Telpon . Aiamat Kantor 

Alama t Rumah Telpon · ----------

DATA PENG HASILAN I DAT A K E N DARAAN 

Peng has i l an kotor 

Ta'mbahan/La in2 

B ia ya Bulanan (perkiraan) 
PEf\JGHASILAN NETIO 

. 
PERSYARATAN D O K U M EN 

r>erorangan : 

-Pemohon : Rp Type 
- lstri/Suami : R J W a rn a  

-Pemohon : Rp Harga OTR 
-lstri/Suami _:_�p__ _______ Tota l Uang muka 

Total : Rp Angsura n  f bulan 
: R Lama Angsuran 

: R Angsuran Pertama 

r>roff1!;i 

: Rp Qty 
_:__f3..P_ _________ _ 

· R  

Bulan -----
: Di m u ka I Di belakang 

I , FolcH:opy 10"1 '  P1•1 1 w l H J 1 1  d . 1 1 1 1 ,  .• 1 1 i/:·.; 1 1 ; 1 1 1 1 1  

'.1.  Fotocopy K K  
I I olocopy I', 1 1 '  I 'P 1 1 10' 1u1 1 d < 1 1 1  hli 1/:·.; u d r n l  

3.  Sur:;it Keterangan Penghasilan/Sl i p  G a j i  a s l i  · 
4 . Fotocopy PBB/listrikffelpon 
G.  Fotocopy Tabunga n/Rekening Kora n 3 bulan terakhir .  

Pemohon lstri/Suami Pemohon 

2. fotocopy l<K 
3 . Fotocopy Surat lz in PrakteK 
4 . Fotocopy NPWP 
5.  Fotocopy PBBIListril<JTelpon 
6. Fotocopy Tabungan/Rekening Kora n 3 bu Ian terakhir .  

BPKB I STNK a/n 
Dealer 
Counter I S,1lc:-s 
C:oira Bayar 

U n i t  
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l �NDOM O�H.. I. . . . . . . . ... .. .. .. . .  , .. ___ ___ _____ _.,..,.,......,. 

PE"MBERIT AHU AN 

Yth : Konsumen 
PT. Indomobil Finance Indonesia 
Di tempat 

Dcngan honna!, 

Schubungan dcnga11 rcncana pcngajuan ap l ikasi krcdir kcrnL1ra;111 B apal.Jlbu mclalui jasa 
pembiayaan konsumen PT. Indomobil  Finance Indonesia, perlu kami informasikan bahwa 
kami akan menghubungi Bapak/lbu segcra setelah aplikasi i n i  disetujui. 

Bcbcrapa hal pcnling yang pcrlu Ifapak/Ibu kc!ahui jika apl ikasi ini disetujui adalah : 
1 .  Pembayaran angsuran ke PT. lndomobil Finance Indonesia adalah terhitung 

(satu) bulan sctelah unit kcndaraan ditcrima. 
2 . . Pembayaran melalui l:lilyet Giro harap disiapkan scbanyka tenor kredit  dcngan 

m encantumkan PT. Indomobil Finance Indonesia pad BG tcrsebut berikut tanggal 
angsuran. 

3.  Apabila terjadi ketcrlambatan pcmbayar;m angsuran maka dikenakan dcnda 0.5 �10 
per hari dari jumlah angsuran yang lcrtunggak. 

4. Jenis asuransi yang dipakai adalah TLO (Total Lost Only). 
A. Pelaporan klaim asuransi  harus dilakukan paling 1ambat 3 X 24 jam 

setelah kejadian, m enghubungi div. marketing PT. Indomobil Finance 
Indonesia No. Telp. 061 - 6639126, 6640 1 54 atau kc Perusalrnan Asuransi 
yang dil unjuk. 

B. Pelaporan klaim asuransi menyiapkan dokumen (Sii\· , STNK,Kunci, serta 
Surat Laporan Kehilangan dari Polisi (Polsek dan Polres) setempat). 

C. Selama proses klaim asuransi pcmbayaran angsuran tetap dilakukan. 
D. Pergan l ia n  asuransi dilakukan setelah melakukan pe1 11bayaran utang (sisa 

angsuran) pada PT. Indomobil Finance Indonesia. 
5. Jika ada hal lain yang ingin BapalJibu tanyakan si lahkan me1,ghubungi Marketing 

Officer kami alau ke divisi lvlarketing R2 pada No. Telp. 06 1 - 6639 1 26, 6640 1 54. 

Konsumcn sebclum membubuhkan tanda langa1mya pa<la seti;1p fo1mulir terlebih dahulu 
agar membaca/mengctahui kelerangan/ketentuan yang tercantum pada setiap form!;!lir 
tersebut. 

Binja� 
Yang Menjelaskan, 

Account Officer 

2005 
Menyetujui, 

Aplicant/Pcnandatangan Kontrak 
Alamat yang dapat dihubungi : 

Telp I HP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

PT. INDOMOilIL FINANCE INDONESIA 
JL, K.I . Ym1 8Udill'HO Nu. 1 5 5  CDE :-ii111pa1 1g Cilini.;ing Mcda11 

Tdp: 061 ·- 66391 26, 66401 54. Fax: 06 1 - 6640095 Universitas Medan Area



SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 
N<lma 

Alamat KIP 

Alamat Tinggal 

Pckctjaan 

Dengan ini menyatakan keabsahaan data-data. clan kcterangan baik lisan maupun t ulisan 
pada PT. Indomobi l Finance Indonesia (IFI), atas dasar Pengaj uan Permohonan K.redit 

Sepeda Motor Suzuki. 

Adapun data dan ketera11gan yang Saya berika11 di Pemyataan ini sei >agai berikut: 
1 .  Sepeda motor Suzuki yang Saya terima dari PT. IFI sepenuhnya tanggung jinvab 

Saya atas pembayaran angsuran/cicilan tanpa melibatkan pihak lain. 
2. Sepeda Motor Suzuki yang Saya terima dari PT. IFI tidak akan 

dipindahtangankan dengan cara menjual, menggadaikan, mengover kredit  kepada 
pihak lain selama masa angsuran belum selesai, sesuai di PPK.DPH pasal 4 ayat 
3. 1 .  

J. Sepeda Motor Suzuki yang Saya terima <lari PT. IFI, apabila dikemudian hari 
terjadi penunggakan angsuran saya bersedia menghadirkan dan menyerahkan 
pada PT. IFI. 

4. Apabila Saya mclalaikan Pemyataan diatas, maka Saya berscdia dilaporkan pada 
Pihak yang llcnvajih scsuai dcngan hunyi pasal 372 clan pas a l  178 Kit;1h Undang

Undang l lukum Pida11;1. 

Demikian Pemy ataan i.ni Saya pcrbuat dengan sebcnamya clan mengerti segala akibat 
hukum yang limbul dari pemyataan ini dan mernpakan bagian yang t idak te1pisahkan dati 
Perjanj ian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang. 

Binjai , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2005 

Yan g  �vfcmhuat Pcmyalaan, Dikclahui, 

( Pemohon ) ( Komisaris/Suami/Istri ) 
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SURAT KUASA PENARIKAN KENDARAAN 

Yang bertanda tangan di  bawah i n i :  

N a  ma 
Pckcrjaan 
Pcmcgang Kartu Tanda Penduduk Nomor 

A l amat 

sclanjutnya d i sebut "Pemberi Kuasa" dengan ini memberi kuasa penuh k epada:  

PT. INDOMOBIL. FINANCE INDONESIA. berkedudultan di Jakarta yang dalam hal ini diwakil i  oleh:  

Na ma 

J a b a t a n  

. . . . . . . . . . . . . . ... .. . .. . ; . , ,  

. sclanjutnya discbut "Penerima K u a s a " .  

K H U  S U S 
Untuk dan atu nama Pemberi Kuua u n tu k melnkukan t indakan-t indakan terscbut dibawnh lnl apab l la  Pcmbcri · Kuua lalal 

dalam mclakukan kewajiban-kewajibannya bcrdasarkan Perjanj ian  Pcmbiay aan Konsumen dan Pengakuan Hutang No . 

...... .. . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tang gal ("Perjanjian") dan surat kuasa ini merupakan bagian yang tidak 

lcrpisahkan 
_
dari PPKDPH 

Mcwak.ili Pembcri Kuasa untuk mcnarik dan/ataLI ·mengambil, menyimpan dan melakukan pcnjualan dan/atau pcmindahan 
· hak kcpcmil ikan kendaraan kcpada si apapun juga dcngan harga dan cara scrta memakai syarat-syarat yang dianggap 
baik olch Pcnerima Kuasa alas I (satu) unit kcndaraan bermotor roda dcngan data·data scbagai hcrikut: 

Merk 
Tipcljcnis 

Warn a 

Tahun pcmbuatan 

(unluk 11elnnjulnyn dischut "Kr-1Hlnnm11") 

No. Rangka 

No. Mcsin 

No. Polisi 
No. RPKR 

Untuk maksud tersebul di atas selanj utnya Penerima Kuasa dibcrikan wewenang untuk: 
I. Mcmasuki halarnan dan/atau ruangan tempat t inggal dan/atau kanlor Pemberi Kuasa dan/atau d i tempat lain dimana 

Kcndaraan tcrscbut berada guna menarik dan/auu mcngambil Kendaraan tersebut baik yang berada dalam penguasaan 
Pcmbcri Kuasa maupun pihak lain dan apahila diperlukan dengan bantuan aparat Kcpolisian Rl atau pihak yang berwenang 
lainnya, semua atas biaya Pemberi Kuasa; 

2 .  Mcnghadap siapa saja yang dianggap pcrlu dan berguna, guna mcmbuat/meminta dibuatkan akla-akta dan/alau surat
sural jual bcli dan/atau bentuk perjanjian pcmindahtanganan lainnya dan selanjulnya mcnerima uang hasil pcnjualan 
dan kcmudian mcmpcrhitungkannya dengan hutang Pembcri Kuasa, memberikan tanda terima (kwitansi) yang sah 
scrta melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada satu tindakanpun 
yang dikccualikan; 

3. Mcwakil i Pcm�cri Kuasa untuk meminta dilakukannya pemb1okiran atas dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Bcrmotor 

(STNK) dan/atau dokumen Bui.ti Kcpcmilikan Kendaraan Bermolor (BPKB)  Kendaraan, serla menghadap, mcmbcrikan 
k::ctcrangan-keterangan, mcmpcrl ihatkan dan menyerahkan surat-surat yang d iminta, membuat/mi nta dibuatkan scrta 
mcnandatangani surat-surat lair• yang diperlukan untuk kepcrluan proses pemblokiran STNK dan/atau BPKB dimaksud 
pada pejabat berwenang setempat d imana STNK dan/atau B PKB Kendaraan diterbitkan dan biaya pembukaan/pelepasan 
pcmblokiran STNK dan/atau B P K B  diatas akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Kuasa; dan 

4 .  Khusus untuk kendaraan angkot,  adalah termasuk juga mcngambil kembal i ,  menguasai sepenuhnya dan mengalihkan 
Kcndaraan tcrsebut diatas berikul _asli dokumcn ljin Trayek, Buku KIR. STNK .  Surat ljin Pengusaha Angkot (SPA) yang 
ada baik ditangan Pemberi Ku•<a ataupun pada pihak lain dimana dokumen-dokumen tersebul d is impan/bcrada tanpa 
1danyn tuntutnn tlnri PcmhC'ri  K unirn t lnlnm I H·11t 1 1k np11p11 1 1  kcpnt!A pihnk Prmh<"ri  K u risu . 

Surat kuua lnl dibcrikan <lcngan kctcnluan •chagai hcrikut: 

I .  Sur1t. kuasa ini berlaku efck1if scjak Ji1andatangani surat kuasa ini; 
2 .  Surat kuasa i n i  diberikan dengan h a k  ·�m-bstitusi dan merupakan bagian yang cidak 1erpi!0iahkan dari pcrjanjian-perjanjian 

yang tclah dan/atau dibuat olch Pcmberi Kuasa d•n Penerima Kuasa, oleh sebab itu kuasa ini tidak dapat dicabut/diakhiri/ 
batal olch scbab-scbab yang lercantum dalam pasal 1 8 1 3  K itab Undang-undang Hukum Pcrdata atau oleh scbab-scbab 
apapun juga;  

3. Pcmbcri Kuasa dengan ini  berjanji untuk mcngcsahkan segala tindakan yang d i lakukan oleh Penerima Kuasa bcrdasarkan 
kuasa ini;  dan 

4.· Pihak kctiga dapat menggunakan kuasa in i  sebagai bukti kewenangan Penerima Kuasa untuk mewakili bertindak untuk dan 
atas nama Pcmberi Kuasa guna mclaksanakan tindakan-tindakan yang dikuasakan berdasarkan kuasa ini . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Penerlma Kuasa Pemberi Kuasa 

Metaral 

Ap. MOO 

. ' 
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PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DAN PENGAKUAN HUTANG 

No.: 

Pada hari ini, . tangga! .. . .... . . . ... yang bertandatangan dibawah ini: 
1 .  PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, berkedudukan di Jakarla dan berkanlor pusal di Wisma lndomobil, Lanlai 1 1 ,  JI. M.T. Haryono Kav. 8 ,  Jakana 13330 yang dalam hal 

ini diwaklli secara sah oleh .. . 
beralamal di .. 

(unluk selanjulnya PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA disebul dengan "INDOMOBIL FINANCFl 

2. Tn/Ny/Nn" .. .. . . . . . . . ........... ....... . . . . . .  beralem.JI di 

. ... (unluk selanjutnya 
l111Ny/N11' . . . .  l11111i11tt111 111111111 111111111111 1 m11111u11.1 1lu11 1•111 11Jt1i111ll h11�11v11 tdum 1ht1ulu1! ''l\uttliWl11tll�} 

. .  

Para plhak m�netHllUkBn lt11 lal.Jlh tlnhulu Nol.111yal hrnlkul 
a. bahwa INOOMOBIL FINANCE merupakan peru�ahaan Y?�gbe·rgerak dalam bidang pembiayaan konsumen (Consumer Finance); 
b. bahwa Konsumen memohon kepada INDOMOBIL FiNANCE unluk diberikan pinjaman guna keperluan pembelian kendaraan; dan 
c. bahwa INOOMOBIL FINANCE bersedia memberikan pinjaman tersebul berdasarkan syarat-syarat dan kelentuan-ketentuan yang tersebut di bawah ini. 

Sehubungan dengan segala sesuatu yang telah diuraikan di alas INOOMOSIL FINANCE dan Konsumen saling setuju untuk, dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen 
dan Pengakuan Hutang (selanjutnya ale.an disebut juga "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan k.etentuan-kete�tuan sebagai berikut: 
1.  INDOMOBIL FINANCE dengan ini memberikan fasilitas dana pembiayaan kepada Konsumen dan KonSumen dengan in i  secara legas mengakui benar·benar telah menerima 

2. 

fasilitas dana pembiayaan dart INOOMOBIL FINANCE . fasilitas mana akan digunakan oleh Konsumen. untuk pembelian kendaraan bermotor berupa ...... ( ........ . ... ) 
unit kendaraan dang.in data-data sebagai berikut: 
· Merl< 
• Type 
• Tahun Psmhualan 

· Co 
- Werna 
(selanjutnya disebul MKendaraan") 

Fasilltas dana pembiayaan (unluk selanjutnya disebul �Hutang") terdlri dari: 

a Hutang Pokok : Rp .... . 

b. Sunga 

c. Total Hutang 

( .. . 

: Rp 
( .. 

: Rp. 

( ..... 

· Nomor rangka 

· Nomor mesin 
· RrKll atas nama 

Ko11dhit 

. .... ) 

.. ...... ... ) 

. ...... . .. ...................... ... ... ) 
3. Alas pemberian fasilitas Hutang oleh INDOMOBIL FINANCE dan pengakuan lelah diterimanya Hulang oleh Konsumen maka Perjanjian ini berlaku juga sebagai kwitansi/tanda 

bukli penerimaan yang sah. 

4. · Konsumen akan membayar kembali jumtah l�rhutang sebagaimana lersebul pada angka 2 ters�bul di atas secara angsuran dengan ketentuan mengenai pembayaran angsuran 
adalah sebagai berikut: 

a. Nilai Terhulang : Rp ... 

(Nllal PPKOPH) ( ...... . 
. ........................... ) 

b. Ora� ; 1\.Wll<lrl<lai<.lraidl<a-*> NJCM)Jl.FNIV'CEd.-i'BJd �lai1y<rgdUµdn'iDJclma""'1<*Ji K0.100L Fl'Wl'.:E � Koo9.mn 

c. Pembayaran angsuran dilakukan mulai langgal ... ................. . . . ....... .. ............ ...... dalam jangka waklu . ... (......... .. .................... ..... ............. ) 
bulan alau . . ... .. .. ..... (.............. ....... ................ . .. ) kall angsuran. 

d. Besamya angsuran per bulan : , Rp ... . . . . . .  . . 

( ........ . 

e. Jatuh tempo angsuran pertama langgal 
Jatuh tempo angsuran terakhir tanggal 

g. Oenda kelerlambatan sebesar. 

. .... 

�) 0,2°.4 (nol koma dua persen) unluk kendaraan roda empat; alau 
(ii) 0,5% (no! koma lima persen) untuk kendaraan roda dua, 
dari jumlah lerhutang untuk tiap·liap hari kelerlambalan. 

.. ..... ) 

Perjanjlan inl mulai berlaku dan mengikal sejak langgal dilandalangani oleh kedua belah pihak dan beiakhir sampai kewajiban Konsumen selesai dipenuhi seluruhnya. Kedua belah 

plhak sepakal dan setuju untuk mematuhi seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian sebagaimana lercantum pada halaman dibalik Perjanjian ini yang merupakan satu kesatuan dan 
baglan vang lidak lerpisahkan dari Perjanjian ini. 

Un1uk dan Alas Nama 

PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, 

"} eo<el yang lidak penu 
410401� 

Konaumen, 

Materai 

Rp. 6 000.· 

Dl1e1u)ul oloh, 
SuamU11trVKomloarl1 
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SURAT KUASA M EMBEBANKAN JAMINAN FIDUSIA 

Yang bertandatengan dibawah ini: 

Tf\/Ny/Nn' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. 

, pemegang Kartu Tanifa Penduduk No . .. · . . . . . .. .. . . . .... . .... ...... lunluk selanjutnya dosebut "Pemberi Kuasa"), 
dengan ini memberikan k1,.sa kepada : 

Oireksi PT. INDDMOBIL FINANCE INDO"ESiA, sualu perseroan terbatas yanq didirokan menurul dan berdasarkan peraluran perundang-undangan negara Republik 
Indonesia dan berl<edudtikan di Jak.arta (unluk selanjulnya disebul "Pe11erima Kuasa") 

KHU SUS 
Untuk mewakili Pemberi Kuasa selaku Pemberi Fidusia untuk membebankan lidusia guna m_enjamin pelunasan hutang Pemberi  Kuasa selaku debitur, sejumlah -
Rp. ............. . . .. (.. .  - .. . .. . .. .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . .. . . .... . .. . ........ . ... .. . . Rupiah) 

atau sejumlah uang yang dapat ditentukan hari bcrdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen'dan Pe.nyak1rn11 li11tang nomor . 

tanggal... dan porulmh�n. ponilmhaha11 ll;m po1nb<1haruan11ya di k1!11111dia11 hari (jika tul.1). sampai sojumk1h nilai ponjamin sebosar 

Rp . . .. .. .... . . .. .. . . . .. . ··········· . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . ( 
. . . . . .  fl11p1nll) 

alas obyek jamlnan lldusia borupa : 

1 (salu) untt kendaraan roda . . .......... .. ( .. . I 
Merek No Ranqka 

Type/Jenis No. Mcsi11 
WarnalTahun No. Polisi 

Silinder BPKB alas nama 

1 (satu) unil kenda;aan roda .. .. . . .... .. . . ( . .. 
Merek No. Rangka 

Type/Jenis No. Mesin 
Warna/Tahun No. Palisi 

Sitinder BPKB alas nama 
Kuasa untuk membebankan Jaminan Fidusia ini melipuli kuasa unluk menghadap, dimana perlu membenkan kelerangan-kelerangan serta memperlihatkan dan menyerahkan 
surat·sural yang diminta, membuatlminta dibua!kan serta menandatangani akla Jaminan Fidusia serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisi!i, memberi pemyalaan 
bahwa objek Jaminan Fidusia betul milik Pemberi Kuasa. tidak tersangkul dalam sengkela, bebas dari silaan dan bebas dari beban-beban apapun, mendaflarkan Jaminan 
Fidusia tersebut, memberikan dan menyetujui syarat-syarat atau aluran-aturan serta janji-janji yang disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam akta Jaminan Fidusia tersebu1 sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang nomor 42 lahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tenlang Jaminan Fidusia dan ketenluan umum lain yang berlaku, 
yang antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut : 
a. Janji bahwa Pemberi Fidusia berkewajiban unluk memelihara objek Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua lindakan yang diperlukan untuk 

pemeliharaan dan perbaikan atas objekJaminan Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri, serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkulan 
dengan nu. 

b. Janji bahwa Penerima Fidusia atau wakitnya yang sah seliap waklu berhak dan berwenang u111uk pa�a jam kerja memeriksa lenlang adanya dan tentang keadaan objek 
jaminan Fld11sia. 

Cl, Jnnjl linhwl\ 1'111111lrnl f' ld1111ln /11111111 11111111!u.1! l11pnt JU 1  kn1u1d11 I 1111u11l11111 I 1dw11i1 t111111un1utl lwrnlaw1 d1111 l11111p11l dhw11111 f lhl"� .lm11h11111 I hlt1t1IJ1 IM11nd11 hllr1111111111 diml11l11 
oloh flnoorlmo I ldtmin. 

d. _Penerima Fldusla bert1ak namun lidak d1wa1ibkan untuk mclakukan sey<1la sesualu ya11y soharusnya dilakukan oteh Pernberi Fidusia alas Objek Jaminan Fidusia dalam 
hal Pemberi Fidusia metalaikan kewajibannya unluk memelihara Objek Jaminan Fidusia dalam keadaan lerpelihara baik, lermasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki 
gedung, gudang, bangunan, nuang dimana Objek Jaminan Fidusia disimpan atau berada. 

e. Janji bahwa Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa lindakan tersebut pada hurul d d'1tas lidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau 

bangiman tanpa ijin. 
Janji bahwa dalam hat Pemberi Fidusia danlatau Debilur lidak menjalankan atau memenuhi satah satu ketenluan dalam Perjanjian Pembiayaan, teru1ama dalam hat 
Pemberi Fldusia dan/atau debilur lalai, sedangkan kelalaian lersebut semala-mala lerbukti dengan lewalnya waktu yang dilenlukan, lanpa untuk nu diperlukan lagi 
sesuatu leguran juru sita atau sural lain yang serupa dengan itu, maka Penerima Fidusia berhak 
(i) untuk menjuat objek Jaminan Fidusia atas dasar tilel eksekutoriat. atau melalui petetangan di muka umum, alau melalui penjualan di bawah langan yang dilakukan 

berdasarl<an kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak; 
(ii) untuk kepertuan penjualan tersebul, Penerima Fidusia berhak menghadap dimana perlu, membual alau suruh membuat serta menandatangani semua sural, akla 

serta dol(umen lain yang dipertukan. menerima uang harga penjualan dan memberi tanda penenmaan untuk nu. menyerahkan apa yang dijual itu pada pembelinya, 
memperhilungkan atau mengkompensir uang harga penjuatan yang dnerimanya ilu dengan dibayar oteh debitur kepada Krednur, akan tetapi dengan kewajiban 
bagi Penerima Fidusia unluk menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada Pemberi Fidusia atau Debitur mengenai sisa uang hasil penjualan nu, 
setanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang pertu dan berguna dalam rangka penjualan Objek Jaminan Fidusia 
pada Kantor Pendaflaran Fidusla. 

g. Jar!f bahwa Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk metaksanakan Pendaflaran Jaminan Fidusia pada Kantor �ndaflaran Fidusia. 
h. Jarf b.ahwa untuk keperluan tersebut menghadap di hadapan pejabat atau instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani surat/lormufir, mendaflarkan 

Jamiian Fidusia dengan melampirl<an Pemyataan Jaminan Fidusia dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal lerjadi perubahan atas data yang tercantum 
dalam s.rtifikat Jaminan Fidusia dan/atau Pernyataan Perubahan, serta dokumen lain yang bertalian. 
Janji bahwa Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan atau penyesuaian alas 
kelentuan dalam akta Jaminan Fidusia lerscbut. didalam penubahan alau P.,nyesuaian lersebul diperlukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 
tentang Pel\laflaran Fidusia maupun kelentuan dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lentang Jaminan Fidusia. 
Janji bahwa akta Jaminan Fidusia tersebul merupakan bagian yang terpenling tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan demikian pula kuasa yang diberikan dalam 
akta Jaminan Fidusia tersebut merupakan bagian yang terpenting lidak terpisahkan dari akta Jaminan Fidusia tersebut tanpa adanya kuasa tersebut niscaya Perjanjian 
Pembiayaan demikian pula akta Jaminan Fidusia tersebut tidak akan dnerima dan dilangsungkan di antara para pihak yang bersangkutan. oleh karenanya kuasa lersebut 
tidak dapal cfotarik kembati atau dibatalkan selama berlakunya Pe�a�ian Pembiayaan dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir karena sebab yang dapat 
mengakhiri pemberian sesuatu kuasa, termasuk sebab yang disebutkan dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. 

Demikianlah surat kuasa ini dibuat dengan syarat dan kelentuan sebagai beriku1 ; 

1.  Pemberi Kuasa dengan ini berjanji unluk mengesahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa berdasarl<an kuasa ini; 
2. Pihak Ketiga dapal menggunakan kuasa ini sebagai bukli kewenangan Penerima Kuasa untuk mewakili dan bertindak unluk dan atas nama Pemberi Kuasa guna melaksanakan 

tindakan-lindakan yang dikuasakan berdasarkan kuasa ini; 
3. Kuasa ini dibenlcan dengan hak substnusi; 
4. t<uasa yang diberikan in! tidak dapat ditarik kerr1hclli dan lidak akan berakhir karena sebab apapun . 

. 20 .. . . 
Pemberi Kuasa: Suami/lslri/Komisaris 
Oisetujul oleh : 
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PT. INDOMOBIL F INANCE INDONESIA 

LAPORAN HASIL SU RVEY 
(Untuk Perorangan) 

Nama Pelanggan : Lokasi Survey : 0Rurnah 
0Kantor 

Tgl I Jam : ___ _ 

I
KARAKTER 

PENG HAS I LAN 

tEKENING TABUNGAN 

81AYA DAN TANGGUNGAN (N I LAI  NOM I N A L  Rp . . . .  ) 

F EKOM ENDASI:  . 
8 :irdasarkan data-data diatas maka pemohon kredit tsb 

d , . pat diajukan u ntuk : [DISETUJ U I  I DITOLAKJ 
: -: .  imentar :, 

KOORO AO 

Tgl I Jam · ___ _ 

o . . Tgl I Jam : 

KONDISI KANTOR I T E M PAT TINGG A L  

STATUS & KONDISI  T E M PAT TINGGAL 

L A I N  LAIN 

AO 

P E R S ETUJUAN I PENOLAKAN KREDIT 
Berdasarkan data-data d iatas maka pemohon kredit tsb 

dapat diajukar [DISETUJ U I  I DITOLAK] 

Komentar : 

TANGCc;l\L 
KA CAB 

Denali clrhalaman belakang � 

I 

· .  \ I 
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KETENTUAN DAN SYARAT LAIN OARI PEn.JANJIAN PF.MBIAYAAN KONSLIMEN DAN PENGAKUAN HUTANG 

Pnll 1 :  Syarat-syarat Pemberian Hutang 
Pembertan fasmas Hutang oleh INOOMOBIL FINANCE kepi'lc\a Ko11surnen dibN;k;1n den�an µ1l1sv,\1;i1;;111 s�bag.11 be.rll<ul: 
a l<Dnsumen menyerahkan semua dokumen a:;li y;:,ng b"rk;it!.:in dengrin pfrn1hi<:a.n Krrid;ir;iw 
b. Konsumen memberikan kuasa keparla pihak peni11C1I Kend�:::un (··o�a!cr",  1i1 i! 1 .� srn:1:.' t1 J i �  -11 •_; !J·::r " r11t,11· .J1-'r··a:1n peng:..:rusan dokumer. bu kit kepemi!ikan Kendaraan termasuk 

lelapi tidak terhalas pada pendaftaran nil ma K.onsum·�P ala 1 n;unJ ,,,)l;.il. l:;ir. v 1P1J c1i1•11;1ti� r;J.�t-1 "'. ··:1<;1 uri .. r. rn<1a. dokurnen Buku Pem1likan Kendaraan Bermo1or {BPKB) clan unluk 
selanjutnya m�nyerahkan BPKB kep..1da INOOMQ/',ll f it Ji\1'KT ::0b.1:l"' 1;irn1n;1;. 

P11al 2: Pelun11an Hutang Dlpercepat 
Apabla Konsumen ingtn melunasi Hutang sebelum wdt..\l1ny·· m,1�a Kons11r:)P.n harus 111ernt •P11t:i.t111�:i11 hC1tlersehut kepada INOOMOB!L FINANCE segera dan k.arenanya Konsumen wajib 
membayar btaya adminlstrasi pelunasan dr1n b1av3 hunga beqr11anya11g mungirn1 tinihul d1�c111ud1<\n h<\n y.:.11q besamya akan diletapkan oleh INOOMOBIL FINAOCE. 

Poul 3: Asuranel 
3.1. lf.alsumen wajib unluk mengasuransikan Kr-nrl;,ir ,1.;•1 p.1d.:1 f'P�1rs<\h<1an asur.m�1 \ . 11 -Jtl!l11niuk o!eh 1NOOMOBIL FINANCE dan selanjutnya menunjuk !NDOMOOIL FINANCE selaku 

plhak penerimA UAng ar;11r;m!'i (rm1m1u\J! U1lll 
3.2. Oenu1111 1klatl 111e1 1uu11t11\; kul1111l1111r1 11111!,1 •''{"I 1 t •II.ti·•" 111.,1 . .  1 .•1 •·11111 .. ,,.,,.,,It 1.1.11111 ,,•.111.111 .i y.11 1• f •ll· .. 1 •. ,1 .�.111 �.11w1r1 t<11111l111111111 Mlm1u 1 l1111/11lu11 �e1t11111 aalu rtan 111111 hal vm1u 

ft1eftyQiN1l�n11 lo1Jr11ht1y11 klnl111 t11:iwnr1ril 11lnri bu u l11111rn1. 1�1111111• 1 1u1 1 li 1 1·111 11! l111 j1u Ill •\I•• �h1h1 1 h11•:ol� 1t1•, •1 ·•11 11111••• 1 1111•1H ' 11•1 •11��111v111 kt1wr;jlt 111tt 11«11d1ny1:1rn11 1tt1!J11uut11 1'4tVAln11 li.11Wttjd1�11 
lalnnya berdff8tt.1kn11 Pntjftl1!h1t1, 11111�11 K111u1111111111 1o1•h1t111111lt1lo. 111111111.1IU•.._1111 l111� t.,,� r•vu y11t111l1111IM1l1l111l 1 •1•11111•llr111 w;111m1!1I k1111ml11 INI )(IM( )IUL I INANCf' 

3.3. Apabllaberdasarkan �Iatan pnmbukunn INOOMCll\ll r:INf\N0E ma�lh IArdflJ1;\\ r,ls:• kfllrit11t1nr1 11r.;i;; l1a�1r kln1r11 As111:111sl, mt1ka kolOOhan ueng hasH klalmtersebul akan dlserahkan 

oleh INDOMOBIL FINANCE kepada Konsumen. . 

Poul 4: Kewajlben Konsumen 
•. 1. Dengan tldak mengurangi ketenluan Pasal 3 Perjanjirm. KQnsumi:>n berkewrt1ihan melllbayar angsurar. pembelian Kendar;:i;:in secara teratur dan tepal waktu. 
•2. Konsumen berkewajiban untuk merawat dan men1aga l\ervlrlr l(ir. seU<1ik-bi:1ikflya d.:i r .  me!akukan perbaikan-perbaikan yang seharusnya dilakukan, semuanya �u alas beban dan risiko 

Konsumen sendiri. 
4.3. Konsumen dilarang untuk menyewakan. meminjamkan. mengagunkan a1au memindatilangankan dengan cara bagaimanapunjuga Kendaraan kepadaorang atau pihak la in. 
4.4. Konsumen berkewri.iibM untuk menyAr�hkilfl sP111w1 $t1ral·.1;urn1 cl::\n !M1lr.ti h11kli pem�1�;afi Kendarari.n. l�rmasuk BPKB, unluk disimpan ot.3h INOOMOBILFINANCE. 
4.S. · Konaumen WAjlb memberlt:lhuk;in INOOMORIL FINf\NCF :ip:ihll:1 lf'lrj.1cti pnr11h.1h.1ri :1t.1n1a1 lf'rnpi11 lingqal Koni;11mAn, haik !iecara li�an maupun lertufls. 
4.6. l<onsumen berkewaliban untuk memllri.yar Hulanr1nyr1 k�p;:icta ltJlX)MUOIL FINANCE IJnpa Kon5umen mempunyaihak untuk memperhltungkannya (kompensasl) dengan tagihan 

Konaumen terhadap INOOMOBIL FINANCE (l11l;i ada)1l;m t;111r; 1 h;1k1111luk mer11111h1t 311;\h1 pamhiJyt1mn In.in (counturclaim), karenanya Konsumen00ngan 1nl me\apa.Skan semua 
haknya yang dlaturdalam Pasal 1425 sampai deng..1n Pas.11 14:!9 Kilc1b Undttn4 U11rl;111q H11k1m1 rord;\fa vang borlakudi Repubtlk Indonesia. 

1'1111 5: c.talen IN DO MOBIL FINANCE 
Pembukuan dan calatan-catatan INOOMOBIL FINANCE etk;:v1 rner1 1p11kim lJukli :�a:u-satu;iy..l y;:ing lenyk111 rlan sah mengenai semua jumlah Hutang Konsumenberdasarkan Perjanjlan inl 
dan karsnanya mengikat Konsumen dengan kewrtjiban-kewrtiih;m Ko11sumen terhadap INDOMOBll FINANCE. 

P1ule: Kejadlan Keleloian 
Salahsatu dari pertstiwa yang disebutkan dibawah ini mernpakan suatu "Kejadian Kelalaian" terhadap Peqanj1an: 
a. Apabila Konsumen tidak memenuhi kewajibannya sesuai yang diatur dalam Pasa! 4 Perianjian ini; 
b. Konsumen tidak membayar angsuran alau lain-lain jum!ah yang lerhutang dengan crtra dan pada waktu yang letah ditentukan dalam Pe�anjian ini, lewa:r.ya waktu pembayaran 

merupakan bukti kelalaian Konsumen dan karenanya tidak diper1ukan alat buk1i lain: 
c. Konsumen tidak menggunakan lasilitas Hutang untuk membeli Kendaraan: 
d. Surat pernyataan/sural keterangan a1au jamlnan yang dibf!r\kal'I oteh Konsumon hf!rkamm dengan Perjanjian tcrnyata ;ert>uktl lidak benar atau tidak aesuai dengan kenyataan yang 

sobenarnya pada waktu dibual dan diserahkan kepada INOOMOBIL FINANCE, 
· 

e. Konsumen mengajukan permohonan untuk dinyatakan dalam pailit alau me mini a penundaan pembayaran hulang { .. surseance van betali:ig·) kepada instansi yang berwenang atau 
cinyatakan pailil atau sualu permohonan atau tuntulan unluk kepaililan lelah diajukan lemadop konsumen oleh pihak keliga; 
Konsumen memindahlangankan dan/atau mengalihkan hak-hak dan kewajibannya sebagai Konsumen INOOMOBIL FINANCE berdasarkan Pcrjanfian kepada pihak lain tanpa 
sepengetahuan dan perselujuan lerlcbih dahulu dari INOOMOBIL FINANCE; 

g. Kekayaan Konsumen seluruhnya alau sebagian distta oleh mslansi yang bcrwenang: 

h. Konsumen tersangkul dalam suatu ·perkara perdclla/pidana yang menyebabkan Konsumen tidak dapal memenuhi kewajibannya kepada INDOMOBIL FINANCE; dan 
Konsumen lalal danlatau lidak memenuhi syarai-svarai da!am Perjanj1an dan/alau pernyataan lain vang heffiubungan dan merupakan satu kesatuan dengan Perjanjlan ini. 

Poul 7: Aklbat Kelalalan 
7 .1. Dalam hal lerjadinya Kelalaian sebagaimana tersebul pada Pasal 6 Perjanjian .  maka: 

a. Baik dengan maupun tanpa somasi {pemberit(lhuan) 1er1ebih dahulu. INOOMOEllL FINANCE bertiak untuk mengambil Kendaraan daM Konsumen atau pihaklaln yang menguasai . 
Kendaraan pada seriap wakru d�n tempat hPrlla�mk.:;n suri'll ku�s:i 1>enari":etn dan 1mluk sel.injulnya menjualdengan cara, harga dan syarat-syarat ya:lg dianggap baik olah 
INOOMOBIL FINANCE, menerima uang has1l penjudlan dan kemudtan memperhitungkan dengan sisaiseluruh Hutang Konsumen; a tau 

b. Konsumen membayar lunas sekaligus sisa Hutanri yang masih ada kepada INDOMOBIL FINANCE berikul biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan catatan pembuk!fan 
INDOMOBIL FINANCE. \ 

1.i Apabila kewajlban Konsumen lelah lunasldipenuhi dan ada kefebihan uang hasil penjualan Kendaraan. maka kelebihan uang lersebul akan dikembafokan kepada Konsumen. ) 
7.l � menurul pe�imbangan INDOMOBIL FINANCE pengambilan Kendaraan memerlukan banluan pihak keliga/inslan� yang be™'nang. maka pengairbilan Ksndaraan oleh para 

pihak tersebut dialas dilakukan unluk kepenlinyan INOOMOBIL FINANCE. 
1'1111 8 : ,,.,,g1llhan Plutang 
8. 1. INOQMO!lll FINANCE berhak pada setlap wak1u lanpa adnnya pmselujuan lerleblh doh11lu socara U<an alaupun lerluUs dan Konsumen unluk mengalllkan jumiah temutang� 

yang llmbul berdasarkan Perjanjian lni kepada p1hak lam. 
---- •·· · 

8.2. Konsumen tldak dapal rnengalihkan hak dan kewajibannya yang limbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain lanpa adonya perselujuan le�ul's darl INDOMOBIL FINANCE. 
1'11119: Blay1 Lain-lain 

· 

Semua blaya yang langsung maupun lidak langsung limbul don Perjanjian ini al au pe�anjian jaminan yang berkailan dengan Perjanjian ini, lerrnasuk telal'!_�Q3da biaya asuransi, 
bil';1 �lrasi, biaya nolalis, bi?(a penasehal hukum INOOMOOIL FINANCE, bea malmi don seg;la ongkos yang dikefuarkan un!uk menagih Hutang akanditanggung clan dibayar oieh 
�. 
PHii 10: Pel1kunun Jamln1n 
10.1. Untuk menjamln pembayaran kemball Hutang, Konsumen dengan inl menyerahkan llak m1l1k t<endaraan secara lidusla. yang mana pembertan )amlnan ltrsebut 1kan dillulll tarpluh 

. dalam sualu akta notaris dan biaya-biaya yang timbul karenanya akan menjadi tanggungjawab Konsumen. 

102. Kelenluan-ketenluan dan syarat-syarat yang termaklub dolam a kt a jaminan fidusia merupakan bagian yang lidak lerpisahkan dari Perjanjian ini, ya1"9 antara lain mengatur hal·hal 
berikut ini: 

. a. bahwa pembebanan jaminan ftdusia pada Kendaraan dilakukan dimana Kendaraan ilu berada dan telah menjadi milik INDOMOBIL FINANCE, sedangkan Kendaraan lelap 
berada pada dan dalam kekuasaan Konsumen sclaku peminjam pakai� 

b. 

c. 

d. 

e. 

bahwa Konsumen wajib untuk memelihara Kendaraan dengan sebaik-baiknya dan akan melakukan semua lindakan yang diperlukan unluk pemeliharaan dan perbalkan 
alas Kendaraan, semua itu alas tanggungan Konsumen sendiri; 
bahwa INDOMOBIL FINANCE alau wakilnya yang sah seliap waklu berhak dan befWenang unluk pada jam kerja memerlksa 1entang adanya dan tenlang keadaan 
Kanda,Hn p1d1 Kon1umen; 
bahwa INOOMOBIL F!NANCE alas blaya Koosumen bemak namun tidak diwajilkan uniuk melakukan al au suruh rnelakukan segala sesuatu yang seharusnya dllakukan oteh 
Konsumen atas Kendaraan dalam hal Konsumen melalaikan kewajibannya untuk memeliham Kendaraan. termasuk tetapi tidak tert:latas untuk memasukl gadung, gudang, 
bangunan dar\iaiau ruang dimana Kendaraan disimpan alau berada; dan 
bahwa Konsumen don INDOMOBIL FINANCE rnenyalakan bahwa lindakan lersebul pado hurul d diatas l>dak merupakan lindakan memasuki tempat dar\iatau bangunan lanpa 
lzin. 

Poul 1 1 :  Doml1lll Hukum 
Menganal Pe�anjlan lnl dan segala aklbal hukumnya, INOOMOBIL FINANCE clan Konsumen se1u1u unluk mem11ih dom1S1h hukum yang umum di Kanlor Kepantteraan Pengadllan Negerl 
Jakarta Timur, dengan tidak mengurangi hak INDOMOBIL FINANCE uPluk menga1ukan lunlulan.'gugalan lerhadap Konsumen di pengadilan manapun di wilayeh Aepublik Indonesia dan 
Konsumen dengan ini menerima baik ser1a lunduk p;i · ;'\ yurisdi� s• f.�ilgadilan ke hadapan sidpa tunlulanlgugalan lersebut diajukan. 
1'1111 12: MaH Berlakunyo Perjenjlan �Bil fi1N�6E diA IUIA1µmsA i�pakal d�n iusluf!J l11itll4·Cf tlfliidAlid11 IHI 14am orn t1«1jiik l4f\euiit ui11u1��IAM(Jd1Htiytt �tli!M�4M afl'i Akin tJGtgloihif tPibila Ml\INh kewafiben t<Qosumen 
1otlladap INOOMOBIL FINANCE dlpenuhVdllunasi. 
Pllal 13: Ketentuan Lein 

· 13.1. Penambahan/perubahan ataupun pembata!.in temadan f'rrjanjian ini hanya sah apabila disetujui serta dilegaskan secara tertulis oleh para pihcik. • 
13.2. Semua dan setiap wewenang dan kuasa yang dibenkanc:,.1, Kor.sumen kepada INDOM081L FINANCE dala m  danlatau berciasarkan Perjanjian ini merupakan bagian-bagian penting 

dan tldak dapat dipisahkan darl Per}anjian ini, 1-:;iren� 1011µ<' .id�nya kua.sa-kuastt itu Perjanjian ini tidak akan dibual . Oleh karena itu kuasa-kuasa tersebut tidakdapat ditarik kembaU 
maupun dibalalkan oleh stlbab·sebab yang INe>.nl11m 1>1am pas•l 1813 Knab Undang-Undang Hukum Perdala Aepubiik Indonesia. t<onsumen dengan '1i rnelepaskan ketentuan yang 
termaktub dalam Pasal·Pasal 1814 dan 1 8 1 6  Knab Undang·UPdang Hukum PenJala yang berlaku di Rcpuhlik Indonesia. 

13.3. Mengenal Perjanian ini. INDOMOBIL FINANCE dan Konsumen melepask•n Pasal 1266 dan Pasal 1267 Knab Undang-Undang Hukum Perdala Repubilk lndonesia sepanjang yang 
mengatur !entang tata-cara mengakhiri sesualu Pe!'jan�an. .. 

13.•. Segala sesualu yang belum diaturdalam �rjan�an akan dialur kemudian ctalam perjanj� yang merupakan satu kesaluan dan bagian yang tidak terpisahkan darl Perjanjian ini. 
13.5. Semua lamplran Qika ada} tnerupakan sail• ke�aluan d;:,n ha�ian yttng ttd;i� INpis:ahkar. dari Pcrjanjian ini. 

T .. .4. ... ..i.,, .. O,.ri,.,._;;,.,. lr>i .... ,!,.I,,, 1 t,, ol..1 om ""'n" karbl<H rti n"'1::U:i �(>nuhlik lndf'lni'<::i;i 
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